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Abs備ak

peneli血血be両脚n直也mengeta山sec抑1ebih me皿dalam tc舶ng be加gai

舶n調-ketent皿y紬g me皿卸町maupun ten伽g proses dan h劃ba伽-h劃ba血

dalam pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pihak

perbankan swasta dalam rangka mengambil pelunasan atas utang-utang debitur yang

ingkar janji (wanprestasi). Pendekatan dilakukan melalui metode pendekatan undang-

undang /駒t#/e捌pγoac砂untuk meneliti aturan-aturan yang penomaarmya justru

sangat kondusif bagi pelaksanaan parate eksekusi, pendekatan kasus /case物pγoac砂

mtuk meneliti "rot;.o decjdmdj atau reasomg" dari suatu pertimbangan pengadilan

se血pend軸an konsep血Ⅲ皿皿ene皿ukan ide-ide y紬g mel拙kan重刷ge地肌-

pengertian hukun, kousep-konsep hukun dan asas-asas hukun yang relevan dengan isu

yang dihadapi, dengan cara pengolahan bahan hukun yang dilakukan secara deduktif,

yang hasilnya tidaklah dalam bentck angka-angka, tapi berusaha mengungkap asas dan

noma hukum ataupun jnfomasi-informasi yang terdap?t dalam undang-undang untuk

merriawab pemasalahan dalam penelitian ini･

pemilihan Hak untuk menjual atas kek脚saan sendiri (parate eksekusi) Hak

Tanggungan selaku obyek penelitian, karena walaupun parate eksekusi ini merupakan

sar紬a yang u伽a咄血e伽r s融u pemeg紬g Hak T狐劉血g紬pe伽a田山

mendapatkan kemudahan dalam rangka mendapatkan kembali pelunasan piutangnya,

sebagai salah satu perunjudan dari kedudukan yang diutamakan sebagal pemegang Hak

Tanggungan pertama, akan tetapi pelaksana狐ya dalam praktek masih mengalami

h劃ba伽-h劃ba伽bahk劃bel皿te重laksana sebagaim狐a y紬g diharapkan･

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam proses

pelaksana狐parate eksekusi dapat memahami tentang ratjo /egrs dari pengaturan parate

eksekusi sebagaimana dimcksud dalam Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996

Tentang Undang-undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang

berkaitan dengan Tanah ataupun yang diatur sebelumnya dalan Pasa= 178 ayat (2)
Kitab Undang-undang Hukun Perdata tentang beding van eigenmach/j’ge ver鳥oop pada

lembaga hipotik/credien;erband, sehingga keberadaan lembaga parate eksekusi ini

benar-ben狐ぬpat di重asa畦血keman撮t抑ya secara nyata oleh pa胞pe重a血ekonomi

dan lembaga pc血ankan･

Kata k皿ci : Palate Ekse血si, Hak Tanggunga叫d紬B紬k Swasta･

LatarBelakang penyedi紬　dana y紬g cukup besar･

Dewasa ini dengan mehingkatnya sehingga dibutuhkan pula kehadiran

pembangunan nasional yang berdtik berat lembaga jaminan yang kunt dan mampu
membeh kepastian bagi pihak-pihak y紬g

pada bidang ekonomi･ dibutuhk紬
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be重kepen血gan, yang dapa( mendorong

peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan untuk meunjudkan

masyarakat yang sejahtera, adil dan

mak皿ur,

Penyediaan dana yang dibutuhkan

u血k pe血emb紬g紬　ekonomi d袖

pembangunan oleh masyarakat banyak,

dilr血kan oleh bank sebagai badan usaha

yang mcn如imp皿d狐a da正masyarak如

dalam bcntuk simp紬an　,　d紬

menyalurkamya kepada masyarakat dalam

be調庇血edit. Se軸ngga皿tuk mencegah

terjadinya kerugian karena tidak

kembalinya seluⅢh aねu scbagian d証

kredit yang telah disalurkan, bank perlu

membe正　pe重ha心細　珊usus terha血p

nasal ah te細sebut.

Mengingat pentingnya kedudukan

kredit dalam proses pembangqun, maka

su血h seha鵬nya kepenting狐　b狐庇

sebagai pemberi kredit, yakni agar kredit

y狐g disalu庇紬dibay狐kembali, d坤

dilindungi melalui suatu lembaga jaminan

yang k脚t dan dapat memberikan kepastian

hu血m bagi semua pihak y狐g

berkcpe血ngan, yaitu su加u lembaga

｣am重皿紬　y紬g diko巾nksikan d印加

menjamin dan memberikan kemudahan

pelunasan suatu taShan dalam hal debitor

tidak membayar utang-utangnya.

Sebemmya Kiねb Und狐g-皿ぬng

Huk皿　Pc重d如a telah membe重ikan

pengaman kepada kreditor dalan

menyalurkan kredit kepada debitor, yakni

deng紬　membehk孤　jamin紬　um調

menurut pasal 1 131 dan 1132 Kunerdata

yang menen如k紬b血wa sem岨　ha血

kekayaan kebe皿da紬debitor baik berger祉

atau心血k be重gerak , y紬g suぬh ada

maupun yang baru akan ada, menjadi

jaminan atas seluruh perikatannya dengan

kreditor. Apabila te〔iadi wanprestasi, maka

seluruh harta benda debitor akan dij脚l

lel紬g dan dibagi-bagi menumt bes狐

keci重nya pi山紬g masing-masing血editor･

Na調un oleh k紬ena pe正indung紬　yang

berasal dari jami的n　皿um tersebut

dirasckan masih belun memberikan rasa

am紬kepada血editor, se血ngga dal紬

pra龍ek penya両袖血cdit, ba血merasa

perlu untuk meminta jaminan khusus

terutana yang bersifat kebendaan.

Karenanya kehadiran Undang-undang Hak

Tanggungan sebagai pengganti lembaga

hipotik dan credz.efyerband sangat banyak

manfaatnya.

Selama　血1embaga h山肌　y孤g

dapat dipergunakan dan berfungsi untuk

menyelesai-kan masalah kredit macet,

adalah : a) Pengadilan Negeri, apabila

血edit macet y狐g te重jadi meⅢpak紬

tashan-ta如an dari bank swasta; b)

p紬i庇UⅢsm Pi血g Negara (PUPN) /

Bad孤UⅢs紬Piut紬g dan Lelang Negara

(BUPLN) / Ka血or Pelaya脚Kekayaan

Neg狐a D紬Lelang (KPKNL), be血ngsi

田山k menyelesaik狐masal血虹edit皿a∞t

yang merupakan tagihan-tadhan dari bank

pemerintch.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan

oleh Peng狐il紬Negeh sela血a血h紬ya

terhadap tagihan ba慮swasta, yang oleh

pihak kreditor sebelumnya telah

mengajukan pemohonan eksekusi

terhadap obyek hak tanggungan kepada

Keh岨Pengadilan Nege丘di wilayah mama

hakぬngg皿gan血be重aぬ･ Setelah debitor

y紬g ingka重ja垂dip紬ggil d紬dibeh

tengg紬g wa鳳i　皿t庇　membay紬

hutangnya dengan sukarela, namun tetap

lalal untuk membayar, maka obyek hak

tanggungan disita dengan sita eksekutorial.

Jika setelah disita debitor tetap lalai untuk

membayar, maka obyek hak tanggungan

te重seb巾akan血1elang secara皿u皿･

14



NORMA Voiume IX, Nom○○2章｣u!i 2012

proses pelaksanaan eksekusi

te血ad坤Hak Tang糾ng弧yang di重akuk紬

oleh pihak虹e概tor, sebenamya tidaklah

sulit. Karena disamping sertifikat Hak

Tanggungan berfungsi sebagai surat tanda

bukti adanya Hck Tanggungan, dimana

paぬse同曲k如tersebut dibubu此an irah-

ir血dengan kata-kata " Demi Keadilan

Berdas狐k紬Ket心狐餌Ya皿g Maha巳sa'',

yang mempunyai kekuatan eksekutorial

y狐g sama dengan p血san pengadil孤

yang telah memp肌yai kekuatan hukum

tetap, pemegang Hak Tanggungan pequa

juga mempunyai hak untuk melakukan

ekse血s=狐gsung terhadap obyek Hak

T狐絢皿g紬　y狐g d直dikan sebagai

jaminan kredit, apabila debitor ingkar janji.

Hal nana didasarkan pada kunsa yang

血be正k孤　oleh debitor maup皿　oleh

undang-undang kepada pihck kreditor.

Na皿皿dalam p輸出ek, hal ･tersebut

hampir tidak pemah dilaksanakan. Karena

j肌lelang menolak untuk melakukan

penjualan di muka unun sebelum adanya

persetujun dari Ketun Pengadilan Negeri

sete皿paらdeng弧alas細胞rena ad紬ya

putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 3210 K月’dt/1984 tanggal 30

J紬ua轟1986 y紬g me皿かamsk紬adanya

触eksekusiぬ正pengadilan negeri･ d飢

hal jni membawa akibat berkurangnya

皿ina弧einginan or劃g　Ⅲit血　membe量i

barang yang dilelang, karena takut akan

timbul persoalan pada saat pengosongan,

dimana pengadilan al{an menolck

menerbitkan perintah pengosongan karena

ekse血sinya tidak dilakuk狐　melalui

pengadilan･

Per血asalaha n

Apakah eksekusi Hak Tanggungan pada

ba重止swasta telah柾la血kan sesuai dcngan

Pasal 6 Und紬g-皿d狐g No･ 4 Tね皿1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut

UUHT)?

Pemb a血asa n

pros儀　Parate Eksekusi Hak

Ta nggumga n･

Pen帥ur紬te舶皿g eksekusi Hak

Tanggungan dapat ditemukan landasan

hukurmya dalam ketentuan Pasal 20

urn yang menyatakan : (I) Apabila

debitor cidera janji, maka berdasarkan : a)

hak pemegang Hak Tanggungan pertama

皿t血me書直al obyek Hak t狐g凱血gan

sebagaim紬a dimaksud dal劃Pasal 6,

atau; b) titel eksekutorial yang terdapat

dalam sertifikat Hak Tanggungan

sebagaim紬a d血aksud劇am pasa=4

ayat (2)･

Obyek Hak Tang即ngan d恥al皿elalui

pelelangan umun menurut tata cara yang

ditentukan dalam peraturan permdang一

皿ぬ皿g袖　皿同k pel皿as紬　p両袖g

pemeg狐g Hak T紬gg皿gan deng狐hak

mendchului dari pada kreditor-kreditor

lainnya. (1) Atas kesepakatan pemberi dan

pemegang Hak Tanggungan, penj脚lan

obyek Hck Tanggungan dapat

dilaksanakan di bawah tangan jika dengan

demikian itu akan dapat diperoleh harga

tertinggi yang menguntungkan semua

pihak; (2) Pelaksanaan penjualan

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) hanya

dapat dilakukan setelah lewat waktu 1

(sa叫buねn s♀iak心beht血ukan sec紬a

tertulis oleh pemberi dan/atan pemegang

Hak Tangg皿gan k印ada pihakpihak yang

berkepentingan d紬di皿umkan sedikit-

dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang

bered狐　di　ぬer血　y狐g bers紬gkutan

dan/atau media massa setempat, serta tidak

ada pihak yang meny租k紬kebe重細n; (3)

lMan Efendi
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Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi

Hak T紬gg皿g狐　dcnga調　cara y組g

benen屯ngan deng狐kete加n ay紳(1),

ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukun.

(4) Sampai sa如peng皿皿an皿血k lel紬g

dikelurkan,　penjunlan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dap加　d址ndark袖

dengan pel皿as細面狐g yang的amin

deng紬Hak T組g糾ng狐itu beseねbiaya-

biaya ekse珊si yang te重ah dikel脚rk肌

Be血asa血an keten請an Pasal 20 ay如

(1) huruf a dan b serta ayat (2) Urn
sebagaimana disebut di atas dapat

disimpulk紬b血wa eksekusi加as obyek

jaminan Hak Tanggungan dapat ditempuh

melalui 3 (tiga) cara, yaitu : 1) parate

ekse血si; 2) dtel eksek巾o血; d劃3)

penj脚lan di bavah tangan.

Ke心ga ｣ems eksekusi Hak

Tangg皿g狐　te丁seb巾　皿asing-mas宣ng

memiliki prosedur pelaksarm yang

berbeぬ紬屯細a sa仙deng紬yang lain･

Tent狐g pe血ge競i組　pa加e ekse血si

sebenamya dapat ditemukan dalam Pasal 6

UUHT yai叫"hak pemeg狐g Hak

Tanggungan pertama untuk menj脚l obyek

ur Tanggungan atas kekuasaan sendiri

mela重ui pelela唯紬um皿se血mengambil

pelunasan piutangnya dari basil penj脚lan

tersebut". Ak袖　tetapi, seperti telah

dikemukalkan sebelunnya, hak tersebut

haⅢsl血te血cb血血hulu働pe喜ja可ik紬ole血

para pihak dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasa宣1 1 ay如(2) huⅢfe UUHT a也u yang

sebelum berlckunya UUHT diatur dalam

ketentuan Pasal　1178　ayat　(2)

KUHperdata.

Dalam melaksanakan kewenangan/

hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri

sebagai皿ana di血aksud dalam Pasal 6

Urn dan Penjelasamya ada beberapa hal

pokok y紬g pe血u dipc血a仕組o重eh血edit叫

yaitu : 1). Klausula ihi harus tegas

dipe垂直kan dan ha則s dida脇rk叫Pada

pnnslpnya, seorang kreditor/ pemegang

Hak T紬gg皿g紬　bebas u血k

mempe豆anjikan klausula ini atau tidak.

Nam叫　seperti y狐g telah dikcm恵紬

sebelumnya, hak dari pemegang Hak

T紬g糾ng細　田t血　mclaksanak狐

penj脚lan obyek Hak Tanggungan atas

kekuasa袖sen血重i tersebut亀daklah deng紬

sendirinya ada,　melalnkan haus

diperjanjikan terleb血dahulu oleh para

pihak　血1am Aぬ　Pembe正調　Hak

Tanggungan atas hak atas tanah. 0leh

karena itu janji sebagaimana dimaksud

dalan Pasa= 1 ayat (2) huruf e yang telah

tercetak dalam blanko fomulir Akta

Pemberian Hak Tanggungan haruslah tetap

dipertahankarvdipe寄anjikan oleh para

pihck. Selanjutnya Akta Pemberian Hak

Tinggungan ini wajib didaftarkan pada

Kantor Pe競anahan se比重宣bat-1a皿b如nya 7

(tujuh) hari keja setelch penandatanganan

A請a Pembc正紬Hak T紬gg皿gan, dimana

dalam proses pendaftaran i正PPAT wajib

mengirimkan Akta Pemberian hak

Tanggungan yang bersangkutan dan

warkah lain y紬g diperl心血　kepaぬ

K劃tor Pe血ah狐; 2) Debitor血Ⅲs cide重a

janji (wanprestasi), RTeditor/pemegang

Hak Tang-gungan pada dasamya tidak

membutuhkan eksekusi sela血a debito重

memenuhi kewajiban perikatanya dengan

baik. Kewen紬g狐y紬g dibehk組oleh

Pasal 6 Urn untuk menjual obyek Hak

T飢gg調g弧　かas kek脚sa紬　send壷

tersebut h紬ya血中心組kepada debitor

yang cidera janji (wanprestasi) saja.

Apabila debitor tiぬk melakuk紬apa

yang telah dipeljanjikan, maka dikatakan

bahwa ia melakukan wanprestasi. Ia

dikatakan alpa, lalai atau cidera janji, atau

｣uga皿el狐ggar p印a叫紬, ya血apabila ia

lMan巨fendi 16
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melakukan atau berbunt sesuatu yang tidak

boleh dilakukamya atau bertentangan

dengan apa yang telah dipe亘anjikamya

semul a.

Cidera janji atau yang disebut dalam

bahasa Belanda "wa即resfatie” artinya

adalah prestasi yang buruk. Atau dengan

kata lain "tidak memenuhi kewajiban yang

telah ditetapkan dalam perikatan, baik

pe心血紬yang缶mb山k紬ena pe坤叩紬

maup皿pe轟k加an y袖g timbul karem

und紬g-undang''･

Dalam hal te重j抽nya cidera ja坤

(wanprestasi) dalam pedanjian kredit bank,

pada dasamya tidak ja血beめeda dengan

wanprestasi yang teljadi pada jenis

perjanjian lain. Hanya saja pada perjanjian

kredit bank, wanprestasi pada unumnya

tejadi karena disebabkan pelu皿san

kembali虹e心t y狐g dbe轟k餌心血k ses旧i

dengan yang diperjanjikan. ,

Dalam membicarakan wanprestasi

kita tidak bisa terlepas dari masalah

･･pemyata狐lalai''ぬn　``kela融an''･

Ten伽g ha重ini oleh Pasal 1238

KurTerdata telah memberikan petunjuk

dengan menyatakan　　　�6��&W'WF�誄

adalah lalai, apabila ia dengan surat

perintah atau dengan sebuah akta sejenis

itu telah dinyatakan lalai, atau demi

pehkat狐ya sendi正ia重ah jika　血i

menetapkan, bahun si berutang akan haus

di紬ggap lalai deng紬1ewa血ya waktu

yang ditentukan". Adapun yang dimaksud

dengan s町at peh加ah d狐am Pasa=238

KUHperdata tersebut adalah penngatan

resmi oleh seorang jun sita pengadilan,

sedangkan yang dimaksud dengan akta

sejenis adalah suatu tulisan biasa yang

tujuanya sama, yakni untuk memberikan

pe丘皿g如an kepada debitor agar memen血i

prestasi dalam seketika･

Dengan demikian, dalan hal debitor

cidera janji (wanprestasi) seperti tersebut

di atas,皿d紬g-皿ぬng sebenamya

mewajibkan kreditor/ pemegang Hak

Tanggungan untuk memberikan pemyatan

lalai kepada debitor. Akan tetapi kewajiban

untuk memberikan pemyataan lalal ifu

dap如ditiaぬkan dengan jal弧mengadak紬

ketentu紬　dalam peりa叫宣an yang

menyatakan bahwa wanprestasi tersebut

cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu

yang telah dipe豆anjikan, seperti waktu

pembayaran/ pelunasan kredit.

Jadi pada prisipnya, dengan berpatokan

pada tanggal yang ditetapkan sebagai batas

akhir pengembalian 'kedit saja s,ndah bisa

的adぬn pedo皿紬　皿t血　me鵬同心紬

apakah debitur sudah cidera janji

(wanp重estasi) aねu bel皿･ 3) Mempak紬

hak pemegang Hak Tanggungan pertana.

Und紬g-皿d紬g - meneゆkan bahwa

kewenangan untuk menj脚l atas kekuasaan

sendiri tersebut adalah merupakan hak

pemegang Hak Tanggungan pertama saja.

Hal ini dimaksudkan adalah untuk menjaga

agar tidak timbul kesulitan disebabkan

a血nya sengketa dia巾狐a sesama

pemegang Hak Tanggungan dalam hal

terdapat lebih dari satu pemegang Hak

Ta虹ggungan･

Meskipun dalan pasal 11 ayat (2)

huruf e ditetapkan bahwa yang dapat

memperjanjikan klausula seperti itu hanya

pemegang Hak Tanggungan pertama saja,

namun da量am prakte血ya sem脚pemeg紬g

Hak Tanggungan memperjanjikan k]ausula

sepe心　血, k狐ena　髄s狐ping sudah

tercetak dalam blanko fomulir Akta

Pembeban組Hak T餌ggungan, und紬g-

皿d紬g sendiri tidak血e看釘ang pemeg紬g

Hak Tanggungan lain memperjanjikan

kewen紬gan sepe琉i叫　apalagi aぬ

ke皿ungkinan te〔i a血　　pergese重an

lrvan Efendi
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keduduk紬, dim紬a Hak T餌g糾ngan

pertama oleh karena pel皿san akan

me車重di hapus　ぬn pemegang Hak

Tang卵ig紬bcriku請ya atau di bawa血ya

akan bergeser ke atas menjadi yang

pertama. 4) Pelaksanaan penjualan obyek

Hak Tangg血gan atas kekuasa紬sendiri

ha則s皿ela山i pelel紬g紬um皿･

Syarat penjualan "melalui pelelangan

mum･' adal祉　皿eⅢpak弧　salah sam

wujud adanya jaminan, bahwa pelaksanaan

hak untuk menjunl atas kekuasaan sendiri

itu tidak akan menelantarkan kepentingan

yang lain,劇a血ha=血baik kepe血ngan

debito重!pembe轟Hak T紬gg皿ga皿m餌p皿

pihak ketiga sesama kreditor/pemegang

Hak T紬gg皿gan･ Dasar pemik血n b狐wa

ha鵬melalui penj脚lan dimuka umum

atau melaui lelang.

Men田山Pas狐1狐gka.1 Per加脚組

Menteri Keuangan　�VﾖV豸WR��踉�

40�ﾔｲ��r�#��h��FV蹤�誡��WGV讎6ｰ

Pelaksanan Lelang jo. Peraturan Menteri

Keu劃g狐　　(Pe血e血eu)　　No･

150佃MK.06/2007　Tentang Pe即b血紬

Atas Perat-　　Menteri Keuangan

(Pe皿e血eu)　No･ 40仲MK･07/2006

Tentang Petunjuk Pelaksana紬　Lelang,

bahwa lelang adalah penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan

penawaran harga secara tertulis dan/atau

lis紬　y紬g sema龍n me正n*at　如樋u

menu皿皿t庇me皿capai ha重ga te轟血ggi

y狐g did社町1ui deng狐　pen糾mum狐

1ela種g, sed紬gk紬paぬPasal 2 ditegaskan

bahwa setiap pelaksanaan lelang haus

dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat

Lelang kecuali ditentukan lain oleh

peraturan permdang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan

Pejabat Lelang adalah orang yang khusus

dibeh wewen紬g o置eh Mente正Keu孤gan

melaksana-kan penjualan barang secara

lelang, yang terdiri dari Pejabat Lelang

Kelas I y紬g be重kedud庇紬血Ka血or

Pe重ay弧an Kekayaan Negara dan Lel紬g

(KPKNL) d餌beⅣen紬g melaks狐ak紬

1el狐g田山k semua jenis lel狐g, se同

時abat Lel孤g Kclas　工工　y紬g

berkedud庇紬血Ka血o重P匂abat Le重紬g

Ke宣as　工工　ぬn h狐ya berwen袖g

melcksanakan lelang berdasarkan

pemintaan Balal Lelang atas jenis lelang

Non Eksekusi Sukarela, 1el紬g aset

BUMN佃be血en章止Pe章sero da皿lelang

aset　皿ilik Ba止　血l弧i lik心血si

be重dasark紬Pe略t∬an Peme正創a血No･ 25

Tahun 1999.

Men凹面ke低調皿an P謎al 1狐色ka 4

pemenkeu No. 40/ PMK. 07/2006 j〇･

Peme血eu No. 1 50佃MK.06/2007 tersebut

di atas, bahwa lelang berdasarkan

ketentuan Pasal 6 UunT adalah temasuk

jenis Lel紬g Ekse血si, yaitu lelang脚血k

melaksanakan putusan/penetapan

pengadil狐如au do血皿en-do血mcn lain,

yang ses脚i dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlr血

diper-sa皿ak紬deng紬i叫dala皿r狐gka

membantu penegakan hukun. Dalam pasal

ini disebutkan pula bahwa yang temasuk

dalam lelang eksekusi ini adalah : Lelang

Bksekusi P笈nida U調翰n Piutang Neg紅a

(PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,

Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi

Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6

Undang-undang Hck Tanggungan

(UUHT), Lelang Eksekusi dikuasal/tidak

dikuasai Bea Cukai, Lel紬g Eksekusi

Ba重ang Si筒袖Pasal 4うKUHAP, Lel紬g

Eksekusi Barang Rampasan, Lelang

Eksekusi 8狐紬g Temua皿, Lel紬g巳kse血si

Fiducia dan Lelang Eksekusi Gadai.

Kreditor/pemegang Hak Tanggungan

pertana yang bemcksud melakukan

penjualan secara le]ang berdasarkan

Iwan亡fen創
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ketentu紬　Pasa賞　6　UUHT, 1angsung

mengajukan surat pemohon-an lelang

seca重a tenuHs kepada Kepala KPKNL

disertai dengan dokunen persyaratan

le重ang tanpa meme重luk紬1agi perset-叩紬

dari pemeberi Hak Tanggungan. Dalam hal

iri KPENL tidak boleh menolak

pemohonan lelang yang diajukan

kepadanya sepanjang dokunen persyaratan

賞el紬g sudah lengkap d紬telah memen血i

legalitas subyek d紬obyek喜el紬g･

Kreditor sebagai penjual/pemilik

barang dapat mengajukan syarat-syarat

lelang tanbahan yang dilampirkan dalam

surat pemohonan lelang sepanjang tidak

be競れ也nga皿dengan pe重かumn pe皿d紬g-

undangan yang berlaku, antara lain : a)

jadwal penjelasan lelang kepada peserta

lelang sebelun pelaksanaan lelang

(aam賜’zing); b) jangka waktu ba豆calon

pembeli untuk melihat, meneliti secara

fisik barang yang akan dilelang; c) jangka

waktu pembayaran harga lelang; d) jangka

whktu pengambilan/penyerahan barang

oleh pembe重i

Tempat pelaksanaan lelang harus di

wilayah ke重ja RTKNE, tempat obyek Hak

Tanggungan berada.　Pengecualian

te血adap kete請u紬itu h紬ya dapat

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

dari : a) Direktur Jenderal pada Direktorat

Jendeml Kekaya紬Neg狐a (DJKN) atas

nana Menteri untuk barang yang berada di

lunr wilayah Republik　血donesia; b)

Direktur Jenderal atau Pejabat yang

ditunjuk untuk barang yang berada dalam

wilayah antar Kantor Wilayah DJKN; atau

c) Kepala K紬tor Wilayah DJKN setempat

皿巾k ba剛g y紬g be賞a血dalam wilayah

Kanto重Wi宣ayah DJKN sete皿pat･

Sunt persetujuan sebagaimana

dimaksud di atas dilampirkan pada surat

pemohonan lel狐g d狐　KPKNL dapat

mensyaratkan kepada pemegang Hak

T狐g即ngan田山k mengg皿ak紬tempat

d飢餓silitas lelang y紬g dise血ak紬oleh

DJKN, sedangkan waktu pelaksanaan

lelang dilakukan pada jam dan hari kerja

KPKNL

Penjualan secara lelang wajib

出d狐山高　deng紬　Pe皿g皿皿狐Lelang

yang dilakukan oleh penjual/pemegang

Hak Tanggungan melalui surat kabar

harian di tempat obyek Hak Tanggungan

berada atau dite皿pat y紬g terdek加atau di

ib庇ota p調p重ns宣yang bersangk血d紬

bereda重･ di wilayah ke亘a KPKNL tempat

obyek Hak Tanggungan akan dijual sesuai

dengan tiras/oplah ya呼dite請也撮めl劃n

Pe皿enkeu血, d紬ha珊s dican調k紬

dalam halaman utana/reguler dan dilarang

血ca血umk紬　　　pada halam紬

s叩1eme批a皿b祉a親心usus･ Da血n hal

dipandang perlu, penj脚l/pemegang Hak

T紬gg皿g孤　　dapaf　　皿e脚b血

pengumuman lelang dengan menggunakan

media laimya g血a mend印a仕組pe血的t

y紬g seluas-1uasnya･ Pe皿gum皿紬!elang

ini dilakukan sebanyak dua kali dengan

鳩ngg孤g wa虹u be重sel狐g 15 (lima belas)

hari.　Pengunuman yang pertama

diperken紬k紬　mela山　tempel紬　y紬g

mudah diba∽　oleh u血u皿, d狐　dap如

ditambal melalui media elektrohik, namun

demikian jika dikehen掲出　pengu皿um狐

pertama dapat dilakukan dengan surat

kabar harian, sedangkan pengununan

ked脚harus melalui surat kabar harian dan

血宣akuk紬bersel紬g 14 (e耽pat belas) h狐i

sebelun hari pelaksanaan lelang.

Pengununan lelang atas obyek Hak

T紬gg皿gan berdasa重k紬ke慣れ血紬Pasa重

20　ayat　(I)　Pemenkeu N〇･

40仲MK.07/2006　jo. Pcmenkeu No〃

150佃MK.06/2007 tersebut債aねs paling

sedikit memuat : a) identitas penjual; b)
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hari, tanggal, waktu dan tempat

pelaks紬的皿le重ang; c) je正s d弧j皿lah

bar組g; d) lokasi,厄s血ah, jenis hak atas

tanah, dan ada/tidak adanya bangunan; e)

jangka walktu melihat obyek yang akan

dilel弧g; 0 u紬g j紬nimn penawar紬Iel紬g

melip血besaran, jangka wak叫cara d紬

tempat penyetoran; g) jangka waktu

pembay狐弧harga le重ang; h) harga l血t

(reserve pr′ce)･

Pen糾血u血紬　Lel紬g uang

dilak庇紬1 (sam) kali mela山s脚t kabar

harian berselang 7 (tujuh) hari sebelun

pelaksanann ]elang, jika waktu pelaksan紬

lel狐g ulang di皿aksud tidak melebihi 60

(enam puluh) hari dari pelaksanan lelang

tcrdah町lu,ぬn jika wa出u pelaksa皿組車重

1e】紬g ul紬g dilak血an lebih dad 60 (e脚

puluh) hari dari pelaksanaan lelang

terdahulu, m北a berlaku ketentuan

§ebagaim弧a d皿aksud paぬPasal 20 ayat

(I ) Pemenkeu sebagaimana telah disebut

di atas.

Pengunuman lelang yang

pelaksanaamya dilakukan di Ion wilayah

kelja KPEL tempat barang berada,

dilakukan di suet kabar harian tempat

pelaksanaan lelang dan ditempat barang

berada atan dilakukan di satu surat kabar

harian nasionavibukota propmsi yang

mempunyal peredaran di tempat

pelaksanaan lelang, sedangkan terhadap

pelaksanaan lelang yang tersebar di 3 (tiga)

kota atau lebih, pengumunam lelang dapat

dilakukan di sa血sumt kabar hahan yang

memp皿yai pe重ed狐狐nasional･

Dalam pelaksanaan lelang, lelang

pertama haus diikuti oleh paling sedikit 2

(dun) peserta lelang, sedangkan lelang

ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti

oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Pada

setiap peldsanaan lelang, penjual wajib

menetapk紬　h狐ga limit berdasa血紬

pendekatan pehilaian yang dapat

di pe血ngg皿由awabk紬,　　serendれ

rendahnya ditetapkan sama dengan nilai

likuidasi Obrced sale valc4e) dan bersifat

terbuka/tidak rahasia dan haus

dicantunkan dalam pengunuman lelang.

Sedangk紬bagi pese競a lelang ag狐d坤at

menjadi peserta lelang diharuskan pula

menyetor u紬g ｣a皿i皿penawa財n lel紬g

kepaぬKPKNL y紬g besamya pa血g

sedikit 20 % (d脚puluh persen) dan paling

banyak 50 % (lima puluh persen) dari

perki.raan harga limit.

Penawaran lelang dilakukan seeara

la血gs皿g, di皿紬a sem脚pese血1el紬g

yang sah atau kuasanya (dengan akta

notaris) pada saat mengajukan penawaran

harus hadir di tempat pelaksanaan lelang

yang dapat dilakukan dengan cara : a)

1is狐クse皿aぬn皿e心血gk紬かau皿enu皿; b)

tertulis; c) atau tertulis dilanjutkan dengan

lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum

me皿capai h劃晋a量im正

.　pejabat lelang dapat mens狐kan

penawar tertinggi sebagal pembeli apabila

penawaran yang diajukan telah mencapal

atau melanpaui harga limit. Dalam hal ini

Pejabat Lelang, Kreditor佃enj脚l, Pemandu

Lelang, Pengacara/Advokat. Notaris,

PPAT, Pegawai KPKNL dan Debito重y狐g

terkait　宣狐gs皿g dcng紬　p重oses lel袖g

dilarang menjadi pembeli lelang. Akan

tetapl sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan permdang-undangan dibidang

perbankan dan pertanahan, Bank sebagai

kreditor dapat membeli agunamya melalui

lelang, dengan ketentuan menyampaikan

Surat Pemyatam bahwa pembelian

tersebut dilak血書i untuk pihak lain y紬g

akan ditunjuk kemudian dalam jangka

w袖u 1 (satu) tahun, dan dalam hal jan8ka

wa請u terseb巾　telah te丁lampa竜, bank

出納ggap sebagai pembeli･
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Pada seti印　pelaks紬a狐1elang,

kecua重i pada pe重aksan紛n lclang yang

心tahan aねu　缶dak ada penaw狐狐,

dikenaka調Bea Lelang sesuai Pe重atⅢ紬

peme血tah ten協ng Ta証　Atas Je調is

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku paぬ　Depa請emen Keu紬gan･

Demikian juga dengan pen皿d組n如au

pembatalan terhadap rencana lelang yang

dilakukan oleh penjual dalam jangka waktu

kⅢang da轟8 (delap餌) ha正sebel血

pelaksanan lelang dikenakan Bea

Lelang Batal. Lelang yang ckan

dilaksanakan hanya dapat dibatalkan

dengan p血sa咋鵬や組　Lembaga

Peradilan dan harus sudah diterima oleh

pejabat lelang paling lambat 1 (satu) hari

keja sebelun pelaksanaan lelang atau atas

pemintaan kreditor/penjunl yang

disanpaikan secara tertulis dan haus

suぬh債te正ma ole血拘わat lel紬g paling

lambat　3 (tiga) hari keq’a sebelun

pela畦紬a紬1el紬g･ Sedangk組Pelel紬g紬

yang telah dildsanakan ses脚i dengan

ketentun yang berlr血　tidak dapat

dibatalkan; 5). Pelunasan piutang di-ambil

dari hasil penjualan lelang.

Pembeli lelang sesuai deng狐

Pe調e調keu No. 40佃MK.07/2006　jo.

Pemenkeu No. 150/ PMK.06/2007　harus

sudah melr血kan pembayaran harga lelang

secara tunai/ca脇　atau cek/giro dalam

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah pelaksanaan lelang kepada

Bendah紬awan Pene轟皿a KPKNL dan

untuk pembayaran ini oleh KPENL wajib

dibuntkan kwitansi atau tanda bukti

pembayaran harga lelang dan diserahkan

kepada pembeli lelang. Selanjutnya

penyetoran basil bersih lelang kepa血

kreditor/penj脚l dilakukan oleh KPKNL

paling lambat 3 (tiga) hari ke寄a setelah

pembayaran diterima oleh Bendahara

penerima KPKNL, sedangkan Bea Le宣ang

dan Paj ak Penghasilan (Pph) disetorkan ke

Kas Neg狐a oleh Benda能町awan Penerima

KPKNL dalam wak巾1 (sa仙) ha正ke重ja

setelah pembayaran diterima.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 dan

pasal 20 ayat (i) UUHT dap気dipahami

bahwa kreditor/pemegang Hak

Tanggungan pertama berhak mengambil

pelunasan piutang yang dijamin dari hasil

penj脚lan lelang obyek Hak Tanggungan

leb血　dah山u dahpada　血editor-虹edito｢

yang lain. Dalam hal hasil penjualan lelang

lebih bes釘dahpaぬpiu也ng tersebut y紬g

setinggi一心gginya sebes紬　　nilai

tanggungan, sisanya adalah menjadi hak

dan harus diserahkan kepada pemberi Hak

Tanggungan. Balkan dalam ketentuan

pasal　21 Urn disebutkan　����&免�

pemberi Hak Tanggungan dinyatakan

pailit, pe皿eg紬g Hak T袖g割田gan tetap-

berwenang melakukan Segala hak yang

diperolehnya menurut ketentun undang-

undang血". Ketentuan ini dimaksudkan

田山k lebih me皿ant坤k狐　keduduk孤

diutamckan pemegang Hak Tanggungan

dengan mengecualikan berlakunya akibat

kepailitan pemberi ink Tanggungan

terhadap obyek Hak Tanggungan.

Sebagaimam telah dikemukakan

sebelu皿nya, b血wa disamping p狐かe

eksekusi masih ada 2 (d脚) cara la豆yang

dapat ditempuh oleh kreditor/ pemegang

Hak tanggungan untuk mengambil

pel皿as孤　piutan凱ya　ぬ1am hal

debito重/pembeh Hak Tanggung紬cide財

｣叩重, ya血　cksekusi mela血　titel

eksekutorial dan penjunlan di bawah

tangan･

Un血k eksekusi yang menggu皿ak紬

titel eksekutorial yang terdapat dalan

setifikat Hak Tanggungan (sebelunnya

menggunakan grosse akta hipotik)
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pelaksanaan penjualan benda jaminan atau

obyek Hak T孤ggung紬tcrsebut "皿d此

d紬pat血pa血H血um Ac紬a Pe重d細

sebagaim紬a yang dite血kan dal抑Pasal

224　HEN258　RBg, yang prosedur

pelaksanaannya memerlukan waktu yang

lama". karena memerlukan fiat eksekusi

ぬ正Ke仙a Pengadi賞an Nege五･ Seぬngkan

penjualan di bawah tangan,

pelaksamamya haus memenuhi beberapa

persyaratan,　antara lain adanya

kesepakatan antara pemberi dan pemegang

Hak Tanggungan, adanya syarat bagi

pemberi dan/atau pemegang Hak

Tanggungan untuk memberitahukan secara

tc巾血s kepa血pi血k y紬g be重kepe請ing紬

(pemegang Hak Tangg皿gan ke血a, ketiga

dan kreditor lalmya dari pemberi Hak

T紬g即nga重i) seddak-tida血ya 1 (sam)

bulan sebelun pelaksanaan penj脚lan

dilakukan dan diununkan sedikit-dikitnya

dalam 2 (dua) surat kabar harian yang

bereぬr di daer血　y狐g bc重s弧かan

dan/atau media massa setempat, serta tidak

ada pihak yang menyatakan keberatan.

4. Peぬksanaan Eksckusi Hak

冒ang印ngan Rank Swasta Da量am

Pra k書ek.

Seper[i telah diuraikan sebelunnya,

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan

diぬsa重k狐　甲ぬ　hak pemeg紬g Hak

Tanggungan pertana untuk menjual obyek

Hak Tanggungan atau berdasarkan titel

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat

Hak Tanggungan, yang pelaksanaamya

dilakukan dengan penjualan obyek Hak

T狐g印ng紬　mela血　pe重el狐g狐　umum

Ⅲ血k pe量皿as劃h血ang debitor･

Da重am p重oses eksekusi Hak

Tanggungan pada bank swasta yang terjadi

selama ini dalam praktek apabila debitor

ingk紬ja重ねn jalan damai tid祉be血asil

ditemp血, maka　血e血tor　轟dak perlu

mela厄　proses guga血di pengadilan･

Akan tetapi血edito｢ cu血p me血bawa

sertifikat Hak Tanggungan yang memakai

irah-irah ･･Demi Keadil紬　Berdasa血紬

Ketuhan紬Yang Maha Esa''ke pengadil紬

nege正　也n l狐gs皿g men捜匝an

pemohonan eksekusi Hak Tangg皿g紬

kepada Ke仙a Pengadil紬　Negeh　債

wilayah mana obyek Hak Tanggungan itu

berada.

Setelah menerima pemohonan itu,

Ket脚Penga脚an Negeh ak狐me皿ehksa

bukti yang diajukan. Apabila Ketua

Pengadi l紬　　Nege重i in engわ山kan

pemohonan itu, maka Ketua Pengndilan

Negeri akan menindaklanjuti dengan

menerbitkan surat tegoran (aanmaning)

agar debibur dalam waktu 8 (delapan) hari

sebagaimana ditentukan dalan Pasa= 96

Hm/207　RBg segera memenuhi

kewajiban-nya untuk membayar utangnya

secara sukarela. Apabila debitor tetap lalai

untuk memenuhi kewajibamya sesuai

j adwal yarig ditentukan,　atas

perintah/penetapan Ketua Pengadilan

Negeri akan dilakukan sita eksekusi

terhadap tanah yang menjadi obyek Hak

Tanggungan yang diikuti pula dengan

dikeluarkamya Penetapan Lelang.

S elanj utnya Panitelal Sekretaris

Pengadilan Negeri clan mengajukan

pemohonan lelang kepada難EL untuk

拘adwa宣kan重el調印ya･ Dalam hal血y狐g

bertindak sebagai penjual/pemohon lelang

aぬl血　　pihak Pani章era/S e血et狐is

Pengadilan Negeri, sementara pihak

kreditor sebagai pihck pemohon eksekusi

menunggu hasil pelaksanaan eksekusi

(1e宣ang) y紬g di-1ak血an oleh Penga皿紬

Nege重i.

Uang dari hasil lelang akan

diperg皿ak組　unt止　血embay狐　調紬g

debitor, sete重心髄bayark弧terlebih d血山u

I冊an亡fendi
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biaya-biaya y弧g dipe重lukan sepe正bea

lelang, dan apabila ada kelebihamya, maka

sisa慣れg tersebut akan dikembali-k紬

kepada pemberi Hak Tanggungan

(debito重)･

Jadi pada prinsipnya proses eksekusi

Hak Tangg調gan y紬g di量a如kan oleh

bank swasta selana ini adalah masih

mengacu kepa血ekse血si mela山師

penga副an nege正的釦berdasa血紬titel

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat

Hak Tanggungan sebagaimana juga

dimaksud dal劃Pas狐20 ayat (1) huⅢf b

unHT, yang pelaksanaannya didasarkan

kepada Pasal 224 HR/258 RBg, dan bukan

atau belun dilcksanakan sesuni ketentuan

Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) bumf a

UUHT.

Eksekusi berdasarkan ketentuan

Pasal 6 Urn (parate eksekusi) tidak atau

belun dapat terlaksana sebagaimana

mestinya karena dalam prakteknya pejabat/

juru lelang menolak untuk melaksanckan

penjunlan di muka umum atas obyek Hak

Tanggungan sebelun ada persetujuan atau

角的eksekusi d紳i Ke血a Penga出l狐Nege五･

Hal ini berhubungan erat dengan adanya

叫us紬　M血kamah A糾ng Rep巾1ik

血donesia No. 3210 K仲dul084 tangg血30

Jan脚ri 1986 yang telah membatalkan

p巾us紬Penga副狐Tinggi B紬d皿g dan

menyatakan penj脚lan lelang berdasarkan

parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa

me重a重ui Ket岨Penga心1an ada重ねpe心的t狐

melawan huk皿　也皿lelang yang

bersangivtan adalah batal.

Keada袖山1狐血enuⅢt pen血is y狐g

mengckibatkan kreditor/pemegang Hak

tanggungan maupun pejabat/juru lelang

tidak mempunyal kemaun dan keberanian

untuk memanf祖tkan klausula parate

ekse如si sebagaima脇　d血aksud dal糾n

Pasa書6 UUHT.

KesiⅢpulan

Eksekusi Hak Tang即ng紬yang dilak血an

oleh bank swasta dalam p重a虹e血ya selama

ini adalah masih mengacu kepada eksekusi

melal山　fiat pengadilan negeri atau

berdasarkan　缶tel eksekut〇五al y狐g

terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan

sebagaim紬a di血aksud dal狐Pasal 20

ayat (1) h皿f b UUHT, yang

pelaksananrmya didasarkan kepada Pasal

224　Hm/258　RBg, dan belun

dilaksanakan sesual ketentuan Pasal 6 jo.

Pasal 20 ayat (1) hu調でa UUHT･ Ha=ni

disebわk紬k狐e皿a ha皿pir sem岨pih祉

yang terkait dalam proses pelaksan創

eksekusi Hak Tanggungan dipengaruhi

oleh dan/atau bexpedoman kepada putusan

MAR工No. 3210 K仲α1984, t紬ggal 30

Januari 1986 yang menyatckan bahwa

parate eksekusi. yang dilakhan tanpa

皿em主nta perse両脚penga棚卸勝geri

meski didasarkan pada pasal 1 178 ayat (2)

KUHpe重daぬaぬ1血perb脚tan mel計w弧

hukum鹿田lel狐g y紬g dilakuk紬ada皿

batal. Pengaturan eksekusi menurut Pasal

224 HⅡ∪258 RBg adalah eksekusi yang

ditujukan bagi grosse akta hipotik

(sertifikat Hak Tanggungan) dan grosse

akta pengakun hutang, yang mempunyai

hak eksek同o血　dan kek血　sebagai

suatu putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap. 0leh karena itu

ekse血sinya t皿d庇d紬p軸心pada ac狐a

eksekusi pu調s組pe皿ga血量紬, yang hams

dilaksanakan atas perintah dan di bawah

p血pin狐Ke巾a Pengadilan Nege五･
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REABSAHAN ]uAL BELI DAN PERLINDUNGAN plHAK pE関ELI BARANG

DAGANGAN ORY圏K JAⅣⅡNAN田ⅢUS量A

Martha Asri Kusuna

Moch. Isnaeni

工setyowati Andaya血

universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

The title of this thesis is legalization trade and protecting the merchandise purchaser

object of Fiduciary Transfer of Ounership that discuss about two proble調, namely, first

how does the legal concept about merchandise trade agreement of fiduciay transfer of

ounership object; and second, how does the law protect for the merchandise purchaser of

fiduciay transfer of ounership object.

To answer the血st problem, I discussed in Chapter 11 while the content of chapter Ill is

the answer of second p重oblem･ Chapter重量･工gave the title of Legalization of

Merchandise Purchasing Trade of ,Fiducia重y Transfe重of OⅧers叫Ob画調e core

of this chapter I pointed out as follow:
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Latar Be萱ak租血g Ma§ala血

Dalam ranBka pembangunan ekonomi

sua巾neg紳a心b同山kan d弧a

yang besar･ Keb血han dana yang besar

itu hanya dapat dipenuhi dengan

member血yakan seca重a maksimal s皿be｢

-sumber d紬a yang ters弧a Sumber-

smber dana tersebut tidak hanya

mengandalkan sunber dana dalam negeri

saja, tetapi juga dapat menggunakan

s皿ber-s軸心er dana d狐i lu紳nege正

sumber dana yang utama dan terpenting

adalah lembaga perbankan dan lembaga

keua皿g弧庇n, sepe血1embaga pem-

biayann. Lembaga-lembaga ke脚ngan

te｢sebutゐ1a皿menyalurkan dam da看am

bentuk kredit kepada pihck-pihak yang

membu咄mぬm. Unt庇mendapa仕組

dana melalui kredit tidaklah mudah,

k狐ena ha調s　皿eme皿uhi pe重sy紬加an-

pe重sy紺気組y餌g diteゆk紬oleh lembaga

ke脚g狐y狐g bers紬gkut肌Salah s如u

persyaratan terpenting untuk memperoleh

fasilitas kredit adalah adanya jaminan dan

a即n肌Dan dalam per-kembangamya

jami血d紬a即n餌tersebut hams皿

barang-barang yang bemutu tingS dan

mud血血pe章j ual-be此an･

Tidck dapat disangkal, bahwa

pemb紬g皿紬ekonomi血berbagai s甜or,

teⅢta血a keg融紬-kegiat紬bis血s y紬g

dila血庇紬oleh p狐a pelaku bis正s akin

selalu diikuti oleh perkembangan

kebu血han　ぬna melalui kredit, d孤

pemberian fasilitas kredit akan selalu

me皿but心血an adanya　　｣ aminan･

Dibutu批an叩a ｣am宣n紬　dan a即nan

dalam suatu pemberian fasilitas kredit

adal血　sem如a-m狐a be重o正entasi unt庇

me量ind皿gi kepe血ng細　心editor, agar

dana yang telah dipinjamkan kepada

debitomya dap如　dikembalikan sesuai

dengan jangka waktu y紬g telah

ditentukan. Dengan perkataan lain, pihak

pemilik d孤a (虹editor)･ te血ama le皿baga

perbankan atau lembaga pembiayaan

mensyaratkan adanya jaminan ba鏡

pemberian kredit demi keamanan dana

dan kepastian hukuimya. Kreditor

be重sedia　血embehkan kre心tnya ka重au

kedu軸a sec珊huk調te重lind皿gi･

salah satu bent庇　pe｢lind皿g紬bagi

kreditor adalch berupa jaminan kebendan

dari debitomya. Jadi jelaslah bahwa tanpa

adanya jaminan dari debitor maka tentu

pihak kreditor tidak akan memberikan

fasilitas kredit kepadanya. Ini berar[i,

bchwa dalam ke鏡atan bisnis, jaminan

mempunyai peranan yang sangat penting.

0leh karena itu, keberadaan suatu

ketentuan hukun yang mengatur

mengem=e皿baga j劃i皿紬血sang加わ

diperlukan.

Di hdonesia, sejak berlakunya

Und紬g-Und袖g No皿○○ 5 Tah皿1960

tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok

Ag重a正a, ses皿ggu血ya軸心dite虹血皿

adanya s岨tu lembaga hak ja血n抑y狐g

kuat yang dapat dibebankan pada hak atas

tanah, dan lembaga hak jaminan tersebut

dikenal dengan nana Hak Tanggungan

(Pasal 51 UUPA)･ Ke血udian, Pasal 51

UUPA ini direalisasikan dengan telch

dite融此aⅢⅣa　皿d紬g-皿dang, yaitu

U皿ぬng山nd狐g Nomor 4 Tah皿1996

ten伽ig Hak Tangg脚gan Atas Ta皿血se膿

Benda-Benda yang Berkaitan Dengan

Ta皿ah.

Pada dasamya, ruang lingkup hukun

｣ami脚i調　皿eliputi hak j狐in紬

kebendaan, yaitu hck jaminan benda tidak

bergerak dan hak jaminan benda bergerak.

Lembaga ja皿i脚benda tidak be重gerak

dikenal dengan Hak Tanggungan,

sedangkan hak jaminan benda bergerck

Ma仙a As｢i Kusu爪a
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ada伽　gadai clan　創usia･ Fidusia

(FJ.dwc/aγ′ E~gendom Oi;erd･achf) ini

tumbuh dari perkembangan yurisprudensi,

yang pe血ma kali皿e伽ui aⅡest Hoge

R組d p加k bir tah皿1929, berkena紬

dengan barang inventaris dari pemilik ccz/e

yang telah dijaninkan untuk hutang

kepada pab正k bir･ Inven血s ini temy細

d坤d函ik紬sebagai ja皿in紬u血永

山紬g yang dibe重ik組oleh pabrik bir itu･

Dalam yurisprudensi diakui adanya

kemungkinan untuk memberikan jaminan

atas benda-benda bergerak yang tetap

tinggal di tangan pihak debitor. Pihak

血e萌or皿empe重oleh hak皿ilik y餌g

dialihkan kepadanya dalam fidusia, dan

sebaliknya pihak kreditor ini mengalihkan

kemb餌benda-benぬy紬g bers紬gkuぬn

皿tuk tetap dipegang oleh pihak dcbitor

yang menjalankan usahanya tetap dengan

bar紬g巾狐狐g yang telah的a皿i血靴i血･

Be.beda dengan gadai��襭陳�ﾖ�ｶ�

barang-barang yang dijaminkan ini tetap

berada di tangan pihak debitor. Pihak

kreditor hanya memperoleh hck dan surat-

s調t hak milik atas benda yang bersang-

kutan, tetapi barang-barangnya tetap

berada di tangan pihak yang berhutang ini.

Lembaga ini hanya berlaku untuk barang-

barang bergerak, sedangkan untuk barang-

b狐孤g tidak bc重ge重ak dengan

menggunakan ketentuan hipotik

sebaga心細a y狐g di如｢出劃Pasal

1 162 BW dan seteⅢsnya･

Kebutuhan dal狐調　pra虹ek y紬g

mendorong supaya`　diadakan janinan

fidusia. Hal ini disebabkan banyak pelaku

us血a yang mem伽u此an虹edit d紬tidak

mempunyai barang-barang apa yang

dijanrinkan selaln barang dagangamya

d狐alat-al如拙a皿pemsa血掛軸ya itu･

Seperti misalnya barang-barang hasil

p重oduksi, te血u diha霊神kan oleh pela珊

Ma軸a As｢i Kusuma

usaha bisa dijadikan jaminan utang.

Barang-bar紬g basil p重oduksi皿asih tetap

berada di tangan orang yang berhutang,

tetapi hak milik atas barang tersebut

beralih kepa血pi血k血editor･餌inya･

apabila hasil produksi itu dijual, maka

pihak血editor血us mempe○○重eh bagi孤

hasil penjualan untuk pelunasan hutang si

debi血. Y山spⅢdensi meny細k狐bahwa

観山sia h狐ya berla血皿加k benda-benda

berge輪k Nm叫bagaim孤a deng紬

persoal紬de皿gan関れy紬g s胤血ya

tetap tetapi dibangun di atas tanah milik

orang lain, karenanya dapat dianggap

mempunyai si fat yang dir鵬"bergerak",

seperti misalnya runah-rumah yang

dibangun di alas tanah milik pemerintah.

Ba此狐ada p血s孤M狐kamah Aging 1

se西山er重971 No血or 372 K/Sipll970,

yaitu pe血重a加狐a Lo Ding Siang

melawan Ba血Negara血donesia U血I

se皿狐狐g, yang me皿ya屯k紬　b狐wa

Fidusia atas runah-runch, temyata

dinyatakan batal. Alasan Mahkamah

Agung, karena Fidusia hanya dapat dibuat

be重kenaan deng紬　b紅組g-b狐紬g

bergerak. Dan runah dipandang sebagai

barang tetap hingga lembaga Fiduasia

tidak dapat dipergunkan, sekalipun untuk

runah yang telah dibangun atas tan血

orang lain. Di Indonesia, untuk pertama

kalinya juga dikenal melalui yurisprudensi

p巾s紬Ma此創れAg皿g曲調1932･

dalan perkara BPM melawan Clignett,

yang intinya adalah balwa janinan

fidusia hanya untuk barang-barang

bergerak s剥a N狐皿　出郷

perkembangamya terdapat beberapa

md孤g-調血肌g yang be血嵐it狐deng紬

fidusia untuk benda-benda yang tidak

be重gerak, yaitu

a. pasal 1うUnda皿g-U皿dang Nomor 4

T血皿1992 te皿t紬g PeⅢmahan din
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pem血iman, y狐g mene巾uk紬bahwa

Ⅲm山田mah yang diban糾n di atas

t狐ねyang dimi皿oleh pihak lain

dap如　dibebani dengan ｣aminan

鯖dusia.

b. Und紬g-Und紬g Nomor 16 Tahun

1985　ten∽ng R皿血Sus皿プ　yang

menentukan bahwa hak milik atas

satu弧r皿血sus皿y紬g berdi正di

atas也na皿ak paka誼as tan祖negara,

dapat dijadikan janrinan utang dengan

dibebani最dusia.

Lembaga j抑in狐的usia di脇sakan

sebagai lembaga ja皿inan y袖g

diperlukan oleh masyarakat dalam

transaksi pinjam-memmjam dengan

proses pembeba脇n y狐g dianggap

sede心細a d紬m関れNa皿皿di sisi lain

kurang menjamin adanya kepastian

血k皿, khususnya menge皿i obyek

｣劃1劇n y弧g mengalami pe重kcmb紬gan･

Benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia tidak saja berupa benda bergerak

yang ber肌jud dalam bentck peralatan,

n劃m juga melip血　benda-benぬ

persedi組n, be皿血　dag組gan, piutang,

pera厨餌mes血d紬kenぬraan be血otor･

01eh k紬cna i町　田tuk meningk如k紬

kepastian hukun telah diundangkan

U血狐gUnd孤g No血or 42 T血皿1999

tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya

diseb巾UU Fidusia).

Ke缶ka seor紬g peぬg紬g y紬g akan

membutuhkan dana untuk keperlun baik

皿t庇　kepenting紬investasi maup皿

untuk pengembangan usahanya tentu

hems mendapatkan dana yang dibutuhkan

tersebut. Umumnya, pedagang yang

memerlukan dana akan berhubungan

dengan bank. Pihak bank yang menjaga

prndenJjal ban脇g (priusip kehati-hatian)

tentu tidak bisa begitu saja memberikan

虹e抽kepaぬpe血g紬g tersebut t弧pa

diikuti deng狐　peng庇ata皿｣am重n肌

persoala叩a mmcul adalah bagaimana

kalau yang bisa珂ami謙抑山田址

pedagang te重se恥　h狐ya ba伽g

dagangamya, padahal ia sangat

me皿erluk袖山edit te重seb頂

け血uk itu, UU Fidusia, membc正k紬

kemungkinan barang dagangan itu dapat

dijadikan jaminan. Kalau diperhatikan

bahwa scbenamya prinsip鮒usia a地租

inenyera此紬　bar狐g (bergerak) yang

両adkan obyck ja皿心細　kepaぬ

pemegang　帥usia (血edit町), n弧皿

diikuti oleh penguasaan barang tersebut

oleh pemberi fidusia (debitur). Dengan

de調亜劃, k郷地eris心k紳usia血もe血eda

dengan gadai��襭陳���誡�ﾖV逍�F6ｶ��

keabsahan gadai�7(ﾛｶ宥R�&�&�誡���誄

digadaikan harus berada di tangan

kreditur. Persoalamya adalah bagaimana

dengan barang dagangan yang Sudah

diletckkan fidusia kemudian tentu beralih

kepada pembeli･ Proses jual beli a血ra

peぬgang yang mendapa庇組曲e畑山

dengan pe皿belinya terns berla唯s皿g

demi meluusi kredit tersebut kepada

b肌k. Karena k孤a龍ehstik鯖心sia血

berdasarkan coタかz’t2itm posseふgori脇,

tentu hak milik ifu sudah berpindah secara

terbatas kepada kreditur dalam rangka

penjamim, tetapi kemudian bisa
dialihkan oleh debitur melalui pe寄anjian

junl bell dengan pembeli.

Permasalahan

Berdasarkan latar belckang masalah

yang diuraikan di atas, mcka dalam

pene重itian ini心血usk紬masalah ‥

Bagaimanakah konsep keabsahan

両aqうi紬jual beli barang dag紬gan

obyek ja皿in細魚dusia?

Metode Peneliti分n

Martha Asri Kusuma
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peneliti紬正meⅢpak紬jenis peneliti紬

hukum nomatif dengan menggunakan

pendek細n pe皿dang一皿ぬnga皿, a正nya

menelaah kete血的n undang-und紬g dan

re如asi yang be細s紬g鳳paut de皿gan

masalah yang喧嘩孤dal抑peneliti弧

ini.

Pembahasan

Kedudukan Benda Sela血a Dala血

Pcngikatan Ja血inan

Tidak a心　seor紬卿un bisa

menjanin kepastian keadaan di masa

mendatang untuk tidak mengingkari

janjinya. 0leh sebab itu, dalam dunia

pc心a心細, ba血　selalu　柾ingatk孤

senantiasa berhati-hati dalam hal

menyalurkan dananya kepada masyarakat

dalam bentuk pemberian kredit. Untuk

mengantisipasi keru鏡an yang mungkin

akan timbul dalam pemberian kredit

tersebut, maka diperlukan adanya

pen郎細n jami脚　曲調　bent庇

peljanjian jaminan. Peljanjian janman in

bersifat asesoir terhadap pe寄anjian pokok,

yaltu perjanjian kredit.

Dalam pra鵬ek perba此an

血donesia dikenal 2 (dua) macam ag皿劃し

yaitu crg#nan pokok dan ag鋤an

加mbahan. Yang dimaksud dengan

｡gai#an pokok adalah agunan yang berupa

proyek atau barang yang dibiayai dengan

血edit. Seぬ皿gk袖　yang dimaksudk紬

dengan agunan tambahan adalah agunan

yang bukan merupakan proyek atau

ba聯Ig yang　血biayai dengan　血cdit･

Temasuk sebagai ag脚an tambah狐

adalah borgfoch/, balk berzpa pe鳩onal

gzta砲ntee, compa砂　g糊mntee･ bank

gz/m4ntee, dan s/an･砂Le舵γ a/Credi/.

Kalau kita perhatikan pada era

berlaku undang-undang perbankan yang

lama, ya血Und紬g-Undang No皿or 14

Tah皿1%7　Te脇ng Pokok-Pokok

perbankan, industri perbankan Indonesia

sangat collateral oriented･曲1血

disebabkan pada Pasal 24 ayat (1)叩

te重sebut mene血kan b狐wa ``Bank Um脇

tJ.dc[k memberi.加edit !aHpa /aminan

Aepac7…i`即pwn /准r ”. Ketentuan pasal

ini telah menciptakan orientasi bank yang

bukan lebih mengutamakan /e伽i’bJ’/J’少

dari proyek atau usaha nasabah debitur

tet印=ebih皿en糾t紬akan kec庇up袖

a糾n紬･ Sehngkali町oyek a伽us血a-

usaha yang /釦扇ble ditolak pemQhonan

血ed血ya ha叩a oleh kare脇　calon

nasゎ祉deb血r tidakぬp如menyediak紬

agunan tambahan yang cukup. Sedangkan

undang-undang perbankan yang baru,

yai血Undang一皿d袖g Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perub血an Atas Undang-

Und紬g Nomor 7 Tah皿1992 Te血g

perbankan, ingin mengubah orientasi bank

dengan menegaskan di dalan Pasal 8 :

(1)Dala皿　membe出納　血edit　如au

pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syariah, Bank Umun wajib

mempunyai keyakirm berdasarkan

analisis yang mendalam atau idkad

d紬ke血ampu狐se血kes弧g糾pan

nasわ血　debit叫　田山血　皿el皿asi

uぬn凱ya atau　皿enge皿balik紬

pembiayaan dimaksud sesuai

dengan yang dipejanjikan;

(2) Bank Umum wajib memiliki dan

menerapkan pedoman perkreditan

dan pembiayaan berdasarkan Prinsip

Syaha互scs岨i de皿g紬ketentu狐

yang dite也pka皿　oleh Ba血

Indonesia.

Mahha As｢i Kusuma
30



NOR州A Volume lx, Nomo｢ 2,｣踊2012

Dalam pejanjian kredit jaminan atau

agunan (co脇伽砂hanya merupakan

salah satu aspek saja. Dalam praktek bank

peran jamman sangat menentukan, hampir

tidak ada bank yang berani untuk

men孤g糾ng resiko tinggi unt庇k抽1狐g-

an dana yang tclah disalurkamya･

PenyalⅢan d紬a melalui血e揖men-

gandung resiko yang tingd, karena itu di

dal狐　pra隊ek pe血e轟an　血edit

diharapkan selalu melalui suatu analisa

y紬g baik d狐se肌Pemohon孤灯edit

selalu dinilai melalui unsur the�fR�8�f��

yaitu cha7acter, ca即妙. c叩J’/cz/,

col/atertzl, dan co肋’tion a/ economi’c.

F確tor collateral di dalan dunia

perbankan disebut dengan istilah agunan

dan ini merupakan ja血nan secara yuridis

y紬g be血igsi　調書は　皿eng劃bil

pelunasan dari agunan tersebut. Agunan

dala皿p重a虹ek重鵜血a血a皿ぬp釦be叩a

｣劃i皿皿　kebenda紬　m餌p皿｣amin紬

pc調r狐gan･

Apabila disimak isi Pasal 8 i血tidak

te.1ihat dengan jelas apakch pasal ini

血empak紬pasal ymg皿enyeb巾te舶ng

perlunya jamman secara yuridis dalam

peljanjian kredit. Tetapi apabila dibaca

penjelasan pasal tersebut terlihat peran

jaminan dalan pe寄anjian kredit tersebut

meskipun tidak menonjol. Dikatakan tidak

menonjol, karena janinan secara yuridis

di sini hanya merupakan salah satu syarat

saja di samping syarat-syarat lain.

Penjelasan Pasal 8, yaitu:

Ayat (リ

Kredit atau pembiayaan berdasarkan

Priusip Syariah yang diberikan oleh bank

mengand皿g resiko, sehingga dalam

pelaks紬組血ya b甜庇haⅢs皿emper血i-

k紬　　asas-asas pe重心edi伽　　か餌

pembiaya紬berdasarkan Priusip Syariah

yang sehat. Untuk mengurangi resiko

te.sebut, jaminan pemberian kredit atau

pembiayaa皿berdasarkan Pri皿sip Syariah

dalam arti keyakinan atas kemanpun dan

kesanggupan nasabah debitur untuk

melunasi kewajibamya sesuai dengan

yang dipeljanjikan merupan fcktor yang

hams dipe血a心k紬oleh ba血

u巾uk memperoleh keya虹nan te重sebuL

sebel皿皿embe正k組曲e萌, b狐k haⅢs

melakukan penilaian yang seksama

terhadap watak, kemanpuan, modal,

agunan, dan prospek usaha dari nasabah

debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah

satu unsur pemberian kredit, maka apabila

berdasarkan unsur-iusur lain telah depat

diperoleh keyakinan atas kerrmpuan

nasabah debitur mengembal ikan utangnya,

agunan dapat hanya berupa barang,

proyekつねu hak埴h yang dibiayai

dengan k重e血t y紬g bers紬gk調･ T紬ah

yang kepemilikannya didasarkan pada

hok皿ad坤t, ya血t紬ah y抑g bu虹i

kepemilikamya berupa girik, petuk, dan

lain-lain yang sejenis dapat digunckan

sebagai agunan. Bank tidak wajib

memi血a a即n紬beⅢpa bar紬g y紬g tiぬk

be重k壷t紬1紬gs皿g dengan obyek y紬g

dibiayai, y狐g l彼im dike的l de皿g狐

agunan tambahan. Di s劃ping itu, ba血

dalam memberikan kredit atau

pembiayaan berdasarkan Priusip Syarial

harus pula memper-hatikan hasil Analisis

Mengenai Dampak Lingk皿gan

(AMDAL) bagi perusahaan yang berskala

besar dan atau berisiko ting密agar proyek

yang dibiayai tetap menjaga kelestarian

lingkungan･

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

Ma軸a As｢i Kusuma
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a. pemberian kredit atau pembiayaan

berdasarkan Priusip Syariah dibuat

dalam bentuk pe寄anjian tertulis;

b. bank harus memiliki keyakinan

atas kemanpuan dan kesanggupan

nasabah debitur yang antara lain

diperoleh dari penilalan yang sek-

sama terhadap watak, kemanpuan,

modal, ag調印d紬prospek us血a

da置i皿sabah deb正ur;

c. kewajiban bilk untuk menyusun

d紬mener印k劃prosedⅢ pem-

be重ian　血e心t atau pembiay雅皿

berdasarkan Prinsip Syariah;

d. kewajiban bank untuk memberikan
･ infb皿asi y狐g jelas mengenai

prosedur dan persyaratan kredit

atau pembiayaan berdasarkan

Phnsip Sya高祖;

e. Iarangan bank untuk memberikan

kredit atau pembiayaan berdasar-

k狐　P正nsip Sya血ah deng紬

persyaratan yang berbeda kepada

nasabah debitur dan atau pihak-

pihak te贈腐1iasi;

f. penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa

jaminan secara yuridis yang disebut

agunan /collate予a/J hanya merupakan

salah satu unsur saja. Secara teori

be重めs狐k狐ぬe血uan pas血8血ag皿紬

/col/ote′cI//, seakan-akan kurang penting

dalan proses pemberian kredit, tetapi

dalam pra請ek hampir缶dak ada ba血y紬g

membehk紬　血edit t紬岬a agunan･

Meskipun penyelesalan kredit macet tidak

selalu diselesaik紬deng狐ekse血si tetapi

eksekusi benda janinan merupakan sal血

sam p皿紬　a址ir y孤g dapat

menyelesaikan masalah.

Sekalipun undang-undang perbankan

yang barn tidak 1祖collateral oriented,

nam皿pra鵬k pe加地n n抑pa血ya

masih belun mengubah orientasinya. Bagi

bank, tidaklah cukup hanya mengandal-

k紬hasil analisisnya tent孤g ke皿auan dan

kemamp脚n nasabah debitur　山頂

membayar kembali kreditnya dalam

memu加kan pembe正調　kre肌　Hasil

紬alisis i叫hanya dapat d垂g紬g apabila

segala sesuat皿ya皿e皿ang be珂弧sesuai

dengan hasil analisis itu. Namun tidak

mustahil setelah kredit diberikan, harapan-

harapan yang dibayangkan temyata tidak

teljadi. Dapat saja teljadi bahwa f汰tor

cond初ons y紬g dipe血i調g-k孤beⅢb血

sama sekali, sehingga menyebabkan usaha

nasabah debitur mengalani kemacetan

dan皿sabah debit町皿e車重di心dak ma皿叩

membayar kembali kredit tersebut. Untuk

menjaga terhadap teljadinya kemungkinan

yang demikian, mcka bank perlu memiliki

sesuatu yang lain yang dapat dipakai

sebagai t皿p皿te重a譲心細u sebagai

鋤rce o/ /側J resorf. Hal ini dapat

diperoleh dengan meminta kepada

nasabah debitur untuk menyediakan

ag皿紬a伽co砂eml･ Bila nasわれ

debi血tidak lagi m釦血pu田山k mel皿asi

kredit dari sunber keuangannya, maka

bank berharap kredit dapat dilunasi dari

eksekusi agunan.

Be重das狐k紬s勤t血ak kebenda狐y紬g

bersifat absolut, maka hak kebendaan itu

tetap melekat di nana pun benda itu

berada (di t紬g紬si坤a p皿benda i調

berada), yang dikenal b狐wa hak

kebendan ini memiliki zaa応gevo/g atau

droit de鋤J‘te (hak yang mengikuti).

Deng紬　demiki紬･ te血aぬp benda

j劃in紬仕dak bisa血pin血h伽ga血紬

kepada pihak lain, karena debitur tidak

lagi memi皿kewemg狐田山庇be喜buat

bebas a岨s benぬ　j紬血n狐　terseb巾

Mes虹pun te皿　心lakuk狐　pemind血

Mama As両Kusuma
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伽g狐an benぬj抑inan oleh debit∬

kepada pihak lainク皿aka hak jamina皿ya

tetap皿elek如k狐ena hak j抑inan血

memiliki zaak培evo/g atau droit de的j‘/e

(h祉yang皿engikゆ･ Hal ini tentu s紬g飢

merugikan pihak lain yang menerima

pe皿yerah狐benda yang masih dibebani

deng紬hak jami重i飢･

Kesim pulan

a. Te血d坤benda jami皿tiぬk bisa di

pindahtangankan kepada pihak lain

k狐e皿　debitⅢ　dd祉1agi memiliki

kewcn狐g紬unt血be血uat bebas atas

benぬja血n紬　terseb血　Meskipun

telah dilakukan pemindahtangan benda

jamin狐oleh debi餌kepada pihak宣ain,

maka hak janinannya tetap melekat

k狐ena hak jami脇n itu me皿i量iki

zaa応gevoe/g atau cJroit de鋤ite (hak

yang mengikuti). Si fat hukun dari

penyerahan hak milik secara fidusia

sebagai jaminan adalah bahwa

penye重ah紬血k milik secara帥usia

sebagai jamin細山memp皿yai si細

assesoi重kare虹a me重ekat pada p印a町ian

pokok beⅢpa p印a叩紬p同調u紬g･

Penyerahan hak milik kepada kreditur

dalam　組dusia bukan重ah suatu

penyerahan hak milik dalam arti

sesungguhnya seperti halnya dalam jual

beli se血ngga kewen紬gan　血ed血r

hanyalah setaraf dengan kewenangan

y紬g di血il脆　oleh seseor紬g yang

berhak atas barang-barang jaminan.

Secara血plisit b狐ang dag紬g狐bisa

dijadikan obyek fidusia, terlebih lagi

UU Fidusia memberikan pengertian

luas terhadap obyek jaminan fidusia

yaitu bcnda bergerak yang berw可ud

m餌p皿岨k beⅣ可ud,ぬn benぬtidak

bergerak yang tidak dapat dibebani

deng袖　Hak T紬ggungan･ Dalam

melaksanakan perjanjlan jual bell atas

benda bempa barang dag紬gan yang

d直d弛an obyek　触usia dengan

menge sampingkan sya融

beschikkr.;egbevoegd, rmun harus

didasarkan pada asas itikad baik･

b. Dalam UU Fidusia temyata h紬ya

memberlakukan prinsip "droit de鋤i/e"

sebagaim狐a y紬g　髄加ur dal狐

kete血Pasal 20 UU Fidusia un庇

obyek jamin紬餌usia y狐g bempa

benda tidak be重gerak d紬　benda

bergemk di l同｢ benda persedi狐i･ Bagi

pembeli barang persediaan yang

menjadi obyek fidusia, dalam hal ini

te皿as血b紅組g dag狐gan y組g ben岬a

benda bergerak clan dilindungi oleh

Pasal 1977 ayat (I) BW.
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ATAS KECELAKAAN D賞PERLⅢTASAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS ml,HljÅ皿肌`肌L ,u~叫_ ` _. ___ _

珊珊TA AP量SERⅢANG DENGAN JALAN RAYA

Yafet Kumiawan

Sarwirini

Noor T正Hastu傭

uhiversitas Wijaya Kusuna Surabaya

Abs廿ak

seiring meningkatnya junlah penduduk Indonesia yang sampai saat ini mencapai

200 juta lebih jiwa, maka daerch-daerah khususnya daerah perkotann menjadi semakin

padat. Bertambahnya jumlah penduduk juga di ikuti pembukaan tempat-tempat

pemukiman, sekolah-sekolah, serta pasar-pasar dan tempat-tempat peribadatan.

pembukaan tempat-tempat tersebut berdampak pula pada di bukanya perlintasan-

perlintasan kereta api yang sebidang dengan jalan raya, bajk itu di buka secara resmi

(dengan izin) maupun tidak resmi (tanpa perolehan izin).

pembukaan perlintasan kereta api sebidang dengan jalan raya, rawan akan adanya

ancaman bahaya, sebab itu pemakai jalan setiap melintas di perlintasan kereta api sebidang

dengan jalan raya ha鵬lah dengan kewaspadaan. Apabila pemakal jalan tidck waspada,

maka dapat teljadi tabrakan antara kereta api dengan pemakai jalan.

Dari latar belakang pemasalahan di. atas mcka penulis rfuerunuskan 2 (dun)

pemasalahan yang pertana, peraturan perundang-undangan apakah yang terkait dengan

perlintasan kereta apl sebidang. Yang kedufty bagaimanakah pertanggungjawaban hukun
atas kecelakaan yang teriadi di perlintasan kereta api sebidang. Pembahasan pemasalchan

pertama mencakup penerapan asas /e掴pesia短Jerogr/ /er generczlr pada perlintasan

kereta api sebidang antara叩No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan心8kutan Jalan

dengan叩No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sedangkan pembahasan masalah

kedun mencakup : pertama, subyek hukum di perlintasan kereta api sebidang dengan jalan

raya. Kedua, Hubungan pe]aku dan korban kecelakaan di perlintasan kereta api sebidang.

Ketiga, pertanggung|awaban hukun atas kecelckaan di perlitasan kereta api sebidang.

pertanggunalawaban ini meliputi pertanggungjawaban hukun perdata,

pertanggungjawaban hukun admiristrasi negara dan pertanggungjawaban hukun pidana.

untuk membahas pemasalahan serta menjawab pemasalahan yang telah

diuraikan, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Undang-

undang (s伽te捌proach) dan pendekatan konsepfual (conceptwal卿roach) adapun yang

dimaksud pendek細n Pemぬng-undang紬yai巾pendeka伽yang dila皿an deng紬

mene]aah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukun

yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kouseptunl adalah, pendekatan yang

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukun.peneiitian daiam tesis ini bertujuan menganalisis aturan hukum yang dipakai dalan

hal kecelakaan紬t狐a pengg皿a ja血dengan kereta api dipe血tasan sebiぬng deng紬

jalan raya dan menentukan pertanggungiawaban hukun atas kecelakaan di perlintasan

kereta api sebidang. Dengan diketahui tujuan ini mcka pihck balk itu orang maupun badan

hukun dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang patut dimintai

pertanggungj awaban hukun.
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KaぬK皿ci:　Per宣inぬsan kereta ap重

pertanggungjawaban hukun

sebida皿g dengan ja宣紬raya･

L握t租r Relakang

Sus皿紬geo餌a鰯s Negara Kesa巾紬

Republik重ndonesia sebagai kawasan yang

be岬ulau-pul叫mem-bawa se血alokasi

pendud庇y紬g menyebar l脚s ke segen坤

wilayah di 34 Propinsi, sungguh merupakan

gugus masyarckat yang anggotanya cukup

besar, karena hampir mencapai jumlah 200

(dua重加s) J血jiwa･ Kondisi jumlahぬn

penyebara皿　pe皿duduk　重ndonesia yang

terentang antara sabang-Merauke ini, tak

pelak lagi merupakan lchan yang menerbit-

k紬banyak kepe血ingan, baik dala皿soal

pertahanan keananan, sosial, ekonomi,

budaya maupun aspek-aspek lain yang

s紬gat pe重lu dice肌誼　Beg血　pula

tersebamya pe血ud庇yang皿endiami ke

34 propiusi di Indonesia, mengakibatkan

masalah transportasi menjadi kian

mengedep肌AⅢs se血mobilitas b狂紬g

皿aupm o略ng, sudah tentu da轟w曲調ke

waktu menjadi semakin peningkat tajan

meng血g如tu血tan keb血han hidup y紬g

semakin beragam. Ditambah upaya penem-

busan. wilayah-wilayah yang masih

terpencil, demikian pula dengan adanya

pembukaan daerah-daerah baru akibat per-

血mb山肌　se職or　億ansmigasi dan

indus巾alisasi, menyebabk狐　sa重弧a per-

h心血g狐semakin pen心血g〃

Dari hal tersebut di atas dapat

dinyatak弧bahwa,廿anspo血si mempakan

sarana yang sangat penting dan strategis

da重am me皿pen狐car　細oda perekonomi紬,

memper-kuk血　persatun dan kesatuan,

serta mem-pengaruhi semua aspek kehidup-

an b狐gsa d弧neg紬a. Transpo鶴asi juga

be中eran sebagai penunjang, pendorong,

sebidang dengan jalan raya dan

atas kecelakan di perlintasan kereta api

dan penggerak bagi per-tunbuhan daerah

yang berpoteusi, membuka daerah-daerah

terpencil dan melakukan pelaya-nan

pengangkutan dengan mural了demi keman-

faatan unum".

Pe重ke重et組pi紬sebagai salah sam

moda t則spo鶴asi memi此i kara蛇正s展k

dan keunggulan khusus, terutana dalan

kemampuannya untuk mengangkut, balk

orang maupun barang secara massal,

men孤em加　energi, me皿ghemat peng-

gunaan ruang, mempunyai faktor keamanan

yang tinggi,血emiliki血gkat pencemar紬

yang rendah, serta lebih efisien disbanding-

kan deng孤moda壮a騰po血si jalan Ⅲ血k

angk両袖ja賦k ja血dan u鵬uk dae職h yang

padat lalu lintasnya, seperti angkutan

perkota紬･

Kereta api mulai d重出e脚lk紬di

Indonesia, pada masa, penjajahan Belanda,

Berdasarkan surat Raja Djawa, 28 Mei

1842, diusulk狐ag紳pe轟ode, 1紳2-1862

persiapan pemasangan jamgan jalan rel

dari Semarang ke Kedu dan beberapa

wilayah Kerajaan di Jawa dapat dilakukan.

Dalam aturan tersebut ditetapkan pula

bahwa ge血ong-gerbong関山k peng組g-

ku慣れdita正k oleh ke血au, sapi,狐au励め

(belum direncanakan penarikan olch

lokomotip sebagaimana ]azjmnya kereta,

api sekarang). Usulan Raja Djawa jri tidck

dipen血i paぬ　也hun 1846　G血em∬

Jendeml Rochussen mcn糾s山k紬kepada

Kerajaan Belanda agar menolck usulan

tersebut. Selanjutnya diusulkan untuk

penyediaan dana pemasangan rel di lintas

Batavia-Bogor. Namun, tahun 1851,

Gubemur Jenderal Duymer v紬　Twist

Yafet Ku面awan
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meminta Keraja紬　Belanda untuk

mempertimbangkan kemball pemberian

konsesi pembangunan jalan rel kereta

kepada swasta･ A肌lmya tah皿1857 di

dapat pnnsip bahwa pembangunan jalan rel

b 1 sa dilakuka調lagi oleh swasta･

RUU pemas紬g狐　rel linぬs

Surabaya - Pas脚deng紬simp組g細心

Bangil dan Malang diusulkan Menteri

Urusan Daerah Jajahan Mr P. Baron van

Golstein. Tanggal 6 Aph= 875･ Peme正調ah

Hindia Belanda menyatakan tanggal

te重seb巾sebag糾awa宣ke血di賜n kereta api-

pemerintah di tanah jajahan yang di urus

oleh suatu Jawatan dipimpin oleh seorang

I鵬pe購Ⅲ Jenderal ･

Kereta api diperkenalkan oleh

sebuah perusahaan swasta NV.

Nederlandsch Indische Spoorweg Mij

叩sM) pada tahun 1864. Jalur kereta api

pertama dibangun pada 17 Juni 1864.

Yakni jalur Kemijen-Tanggung, Semarang,

sepanjang　26　Km. Diresmikan oleh

Gubem町Jenderal LA.J Baron Sleet V紬

Den Bee宣e. Tanggal 18 Febma轟1870,

NESM membangun jalur unun Semarang -

Solo - Yogyakaね･

Pada tanggal 10　April 1869

pemerintah Hindia Belanda mendirikan

Staats Spoorwegen (SS) dan membangun

lintasan Batavia-Bogor. Tangga=6 Mei -

April 1878, perusahaan negara i血

membuka jalur Surabaya-PasunanMalang,

d紬t狐ggal 20 J皿1879皿emb恵a jalⅢ

B紬如-Malang. Pemban糾nan terns ber-

jalan hingga ke kota-kota besar seluruh

Jawa te血ub皿g oleh中田ke章節a api･

Di lunr Jawa, pada tanggal 12

Nope皿ber 1876, Sta加s Sp○○Ⅳegen ｣uga

membangun jalur Ulele-Kutaraja (Aceh).

Selanjutnya lintasan Palu Aerpadang

(Sunatera Barat) pada Juli tahun 1891,

1intas弧Telukbe巾ng Prabumuli (Sum如era

sel細n)曲調1912, d紬I Jul=923

membangun jalur Makasar-Takalar

(Sulawesi). Di Sumatera Utara, rv. Dell

Spoorweg Mij juga membangun lintasan

Lわuan-Med紬pada 2うJuli 1 886･

Pada nasa pemerintahan Hindi a

Belanda, selaln Staats Spoorwegen milik

pemerintah, sudah ada 11 perusahaan

kereta api swasta di Jawa dan sa血peⅢ-

sahaan swasta di Sumatera. Adapun

perusahaan-perusahaan kereta apl swasta

pada　皿asa pe重油血狐　yaitu‥　NV･

Nederlandsch Indische Spoorweg Mij , NV.

Semarang Cheribon Spoorweg Mij, NV.

Joana Stoomtram Mij, rv. Serajoe Dal

Stoomtram Mij, NV. Oost Java Stoomtrain

Mij, NV. Kediri Stoomtram Mij, NV.

Modjokerto Stoomtram Mij, NV. Malang

Stoo請am噂, NV. Pasm槍n Stoom億am

Mij, rv. Probolonggo Stcomtram Mij, NV.

Madoera Stoomtram Mij, NV. Deli.

Spoorweg Mij. Setelah NV Nederlandch

Indische Spoorweg Mij qusM)

membangun jalan kereta antara desa

Kemijen di Semarang dengan Tanggung

yang mulai dilalui kereta tanggal 17 Juni

1868, belun di dapat kepastian, pihak

mama, yang harus melakukan pembangunan

jalan kereta itu. Sementara swasta selalu

be轟nisiatif皿tuk mc皿b紬糾n jal弧畦でeta

sesuai bisnisnya. Hal ini terbukti dengan

hadimya 11 perusahaan kereta api milik

swasta di Jawa,心血1 di Su皿鵡c重a･ Dalam

perkembangan setelah jalan kereta swasta

berkemb紬g luas, ditetapk狐　b血wa

pembangu-nan jalan kereta adalah tanggung

jawab pemenntah, yang dikoordirir oleh

Gubenur Jenderal setelah mendapat konsesi

da轟Ratu Wilhelmina.

D紬i p坤狐an s匂紬血tersebut dapat

dikeぬh竜　bahwa kere慣　ap宣　smg狐

memban調　　dalam uⅢs紬　　bis血s

peme心血ah袖Be宣紬血di血donesia･ Yang

Yafet Ku｢niawan
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dul皿ya un巾k meng紬gkut bar紬g-ba｢ang

dagangan dalam muatan yang agak besar

meng-gunakan pedati yang ditarik oleh

kerbau/sapi, hal ini membutuhkan waktu

y紬g lama unt庇sampai di両u肌Dengan

keberadaan kereta apl sangatlah membantu

bagi perekono皿ian peme高地　Hindia

Belanda. Ka重ena ke章節a api memp皿yai

keunggulan dalam menganBkut muatan

or紬g maup皿　mua惚れ臆　barang dalam

jumlah besarfoanyak. Keunggulan dan

karakteristik perkeretaapian tersebut perlu

diman魚atkan.

Dalam　則gka　皿embuka　血er血-

daerah terpencil, maka PT RAI (PT.Kereta

Api Indonesia) telah membuka lintasan-

1血as孤bam yang men如ubungk組dae重ah

pelosok dengan daerah lain. Pembukaan

hntasan kereta api yang menghubungkan

血cr血一也e重ね　健やencil selain　調emper-

lancar hubung狐komunikasi dapat juga

memperlancar penyaluran distribusi barang

ke daerah tepencil tersebut, dan dapat juga

meⅢpak紬　　　s紬紬a pemer如a弧

pembangu脚･

Menyadari peranan transportasi

(khususnya) kereta api, maka lalu lintas dan

angkutan jalan harus ditata dalan satu

sistem transportasi nasional secara terpadu

dengan- moda-moda transportasi yang lain,

sehingga mewujudkan tersedianya jasa

transportasi yang serasi dengan tingkat

kebu仙h紬1alu lintas d紬　pelayanan

angkutan yang tertib, selanat, aman,

nyaman, cepat tepat, teratur, lancar, dan

dengan biaya yang te〔jangkau oleh daya

be li masyarakat.

Dalam kaitamya dengan peng-

aturan antar moda-moda transportasi, Pasal

6 Und劃g-und紬g No血or 14 T心血1992

tentang Lalu Lintas dan chgkutan Jalan

mcmbe轟k紬pe可elas紬sebagai be正k叫

"untuk meunjudkan lalu lintas dan

angkutan jalan yang terpadu dengan moda

tr弧s関れas=a血sebagaim孤a出血aksud

dalam Pasa重　5　髄tetapkan jaringan

仕組spo請asi ja霊紬yang menghubungk紬

seluruh wilayah tanah alr".

Kereta ap宣sebagai sa皿s加u皿oda

transpo血si memp皿yai ke皿g糾l紬

皿usus, teⅢ伽a dala皿　kemampuamya

皿t庇meng紬gk巾baik orang maup皿

barang sec紬a massal, dan me皿ghemat

penggunaan ruang, selaln itu kereta apl juga

mempunyai keunggulan dalam hal biayanJa

yang mudah te亘angkau sampai masyarakat

y紬g　血r餌g　皿ampu pin dapat

mengunakan moda transportasi tersebut.

Dalan menyelenggarakan jasa

angkutan di jalan rel PT. KAu (sekarang

penyelenggara sarana dan prasarana kereta

api) mempunyai fungsi : 1) melaksanakan

angivtan umun di atas rel secara massal,

te誼b　心血　te輪tⅢ; ･ 2) melaks弧ak袖

penyelenggaran jasa-jasa pelengkap yang

menunjang tugas pokok; 3) mempersiapkan

penyajian tarif yang wajar sesuai dengan

ekonomi perus缶haan tanpa meninggalkan

fungsi pelayanan umun; 4) melaksanakan

peningkatan daya guna dan hasil gun

ap紬a叫　Pm; 5)　melaksanak紬

pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas.

Sebagai血a皿y孤g血maksudぬ1am

Pas狐3 Un働皿g-皿d狐g Nomor 14 T狐皿

1 992　　bahwa,　transportasi j alan

dise重cngga脇kan deng狐　　両脇n

meunjudkan lalu lintas dan a鴫kutan jalan

dengan selamat, aman, tertib dan teratur.

Ak紬　tetapi kereta api sebagai moda

償紬sp〇億asi king mcmen血i maksudぬn

tujuan Pasal 3 tersebut, yaitu dalam hal

menciptakan keselanatan dan keananan

dalam berlalu lintas dengan pengguna jalan

重aimya.

Ke重e也　api　血血g　皿emen血i

maksud Pasal　3　tersebut di atas,

Yafel Ku｢面awan
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dikarenakan kereta api tidak boleh berhenti

secara tiba-tiba, jika kereta印i be血en缶

secara tiba-tiba maka kereta api dapat

menga重ami a珂ok atau roda kereta api t皿un

dari rel, selanjutnya di ikuti dengan

tergulingnya gerbong kereta, hal tersebut

dapat membahayakan penumpang yang

berada di dalam ke重eta api.

Untuk lebih mempeヰelas bahwa

kereta api tidak bisa berhenti mendadak,

makaぬp加血sampaik紬Pasal 9 Kepu如san

Menteh Pe重hub皿g紬Nomor KM 22ぬh皿

2003 te調狐g P00gope糠南狐Kereta Api･

Di ko也皿e億opolit弧sepe血kota

Surabaya ini, banyak diketemukan jalan rel

kereta api berlintasan化expotongan dengan

jal紬um血. Sebagai konsekwe劇nya, jika

pengguna jalan tidak memperhatikan rambu

dan marka jalan, serta, tidak berwaspada,

皿aka d印加me正mbulk狐kecelak紛n paぬ

di正pengg調a jal狐･

Data di Kepolisian Negara RT

menyebutkan, dalan lima tahun teranir

sejak tahun 1999 hingga 2003, terjadi 42

kecelakaan lalu lintas di perlintasan

sebid紬g, 36　kali di perli皿也s紬　t紬pa

palang pintu, dan 16 kali di perlintasan

berpalang namun lalai ditutup. Dari junlah

tersebut, terdapat 511 korban dengan 218

ko血an me正nggal d皿ia･ Jadi seti坤

tahunya kurang lebih 50　orang tewas

diperlintasan kereta api.

Pasal 91 UU No皿or 23 Tahun 2007

ten伽g pe庇er肋pi弧　menyatak狐suatu

prinsip, bahwa perlintasan kereta api dib脚t

tidak dengan sebid紬g･

Perlintasan dibunt tidck sebidang

agar sedapat-dapamya setiap pengguna

jalan terhindar dari kecelaka如. Hal ini

dengan pe正mb紬gan, bahwa kereta印i

dalam perjalanamya tidak bisa berhenti

secara tiba-tiba.

pasal　6　Keputusan Mente正

perh曲調g孤Nomor KM 53 Tah皿2000

membehkan kea調anan da宣a皿皿elintas di

perlintasan kereta api, Sekalipun sudah

dipasang palang pintu KA disertai penjaga

palang pintu, bahkan marka-marka jalan

sudah dipasang sebelum perlintasan kereta

api te叫宣ada beberapa pen紗na jalan

y紬g nekad menerobos paぬ皿g pi血u kereta

ap宣言ika aturan lalu l血tas dilangg甜

berakibat kecelaka紬.

Soerjono Soekanto memberikan

penjelasan atau pengertian tentang per-

b脚ぬn mel弧gg狐1alu lintas･ ya血‥

"perbu細n seseorang yang lalai皿t庇

melakukan kewajibamya atau lalai di

dalam membatasi penyalahgunaan hak-

hak虹ya''.

Selanjutnya Awaloedin memberikan

de細isi te血ng kece峡a狐lalu li血s

sebagai be正k巾"ke∞固翰an lalu li血s

adalah畑adi紬a舶i重めhpaぬsua血aぬu

ser餌gkai孤pehs心wa lalu li請as jal叫baik

yang bempa畑狐的n皿aupm pelangg狐狐

y紬g mengakiba庇袖kem鍋肌1山脇aぬu

jlwa manusia ataupun kerugian harta

benda''.

Permasa賞a血an

Berdasarkan uralan tersebut _di atas,

maka beberapa pemasalahan pokok yang

akan diteliti sebagai berikut :

Bagalmanakah pertanggungj awaban hukun

如租s kecelaka紬yang te重jadi di perlin也san

ke重eta api sebida皿g?

Pe血bahasa血

A. Hubungan Pela血Dan Korban Pada

Perli皿tasan Kereta Api Yang Res血i

Dan Perlintasan Kere書a Api Yang

Tidak Rcsmi

U請uk me鵬stik紬　siapa y狐g hams

dipandang sebagai pelaku, dalam ha=ni

Yafet Ku｢niawan
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akan diuraikan pelaku pada perb脚tan

melanggar hukum dalam arti fomal dan

mated al.

pada pelaku peめu細n me宣anggar h血um

dalam artian fomal, perbuatan ini senng

diseb巾　sebaga宣　pe心u気組　皿el餌ggar

血庇um y紬g bias紬ya di皿uskan sec紬a

fomal, yakni perbuatan yang dapat

dianggap te伽　selesai髄lak恵a皿oleh

pelakunya, ya血segera setelah pelakunya

itu melakukan suatu perbuatan yang

dilar孤g oleh Un血ng-皿d紬g at訓p皿

pe血u細n y紬g seha鵬nya oleh Undan富-

皿d狐g亜pe正n融紬皿t庇dilak庇抑oleh

sipelaku, namun pelaku tidak melaksandr

画地Und狐g-脚d紬g terseb血Jadi pada

perb脚tan melanggar hukun dalam arti

fomal ini, untuk dapatnya diketahui

tent紬g pe賞a血y紬g mel紬gga｢ hu血調,

y壷巾　kiね　tinggal mene血血n siapa

saja/setiap orang bahkan memungkinkan

badan hukun yang bergerak di bidang apa

saja, yang telah melanggar Peraturan

Pemd紬g-皿d紬gan deng狐　　c虹a

perbuatan pelaku melakukan perb脚tan

y狐g dinyatak紬dil狐孤g oleh Undang-

皿d紬g, maupun mereka y紬g tidak

melaksanakan apa yang telah diperintahkan

o!eh U皿d紬g-皿d劃g ag狐dilak億【狐･

Tentang (perbuntan melanggar hukum

dalan artian fomal) delik fomal ini van

ECK, sebagaim抑a te重ah di血tip oleh

P.A.F. Lanintang menyatakan, "勅en鳥an

her d物erschap z��h�ﾂ�FR�FVﾆｨ�V7G6�66�$､ｨ�ex�hｨP

切e乞en. yang artinya‥　orang dapat

memastikan siapa yang haus dipandang

sebagai seorang pelcku dengan membaca

rumusan delik".

Antara perbuatan melanggar hukm dalam

arti fomal dan perb脚tan melanggar hukun

dalam arti material ada perbedaan dalam

hal memandang pelaku dalan perb脚tan

melanggar hukum. Pada perbuntan

melanggar hukum dalan arti material, agar

印加　dise師　sebagai pcla血　yang

melanggar hukun, maka harus dipastikan

bahwa suatu perb脚tan yang melanggar

hukun itu merupakan perbuntan yang

timbul da正　suatu pe皿yebわdah s耽tu

aki抽　a血u sing畑nya dapat disebut

sebagal perb脚tan yang ditimbulkan dari

h心b皿g弧sebわa虹bat･

Te巾ang si印a yang disebut sebagai pelaku

perbuatan melanggar hukun dalam arti

material ihi dikenal 2 (d脚) pendapat yaitu :

1) 4e卵.v��Mﾔ｢覲�W"ﾂ�F�ﾆ�ﾒ���ﾂ�匁����誄

dap気心紬ggap sebagai penyebわda正s脚tu

akib加　adalah　皿ereka y紬g　皿e皿yⅢ血

melckukan, tunt melak庇an, yang

menggerakan orang lain ataupun mereka

y紬g me皿beh ba同調皿仙k melak庇an

delik material, mereka ini hauslah

dipandang sebagai pelaku-pelaku delik

material yang secara langsung telah

dilakukan oleh orang yang telah disuruh,

orang yang digerakkan atau dianjurkan

皿tuk melaki血紬, d狐o量eh orang y紬g

membe正　b糾mn;　2)　A`ねeqαate

ca振9al/.tei応/eeγ, dalam hal ini yang dapat

dianggap sebagai penyebab dari suatu

akibat hanyalah tindckan-tindakan yang

secara adeq脚t atau yang secara tepat atau

secara wajar atau secara layak atau yang

sang如be血血n erat deng紬pehstiwa yang

menimbulkan suatu akibat. Dalan kaitan

ini ､o重狐g　加au bad紬　huk皿　皿aup皿

administrasi negara yang tindakamya dapat

dip紬d紬g sebagai seor紬g pelaku yang

menimbulkan suatu hubungan sebab akibat.

Mengenai tindckan-tindakan mereka ini

dapat berupa: menyunh melakukan,

menganjurkan atau menggerakkan orang

lain皿tuk me重ak血紬ses脚伽, ma岬調oleh

orang memberi bantun. Dengan catatan

bahwa penye血an itu be血ait紬e加deng紬

suatu akibat. Dalam kaitan penulisan tesis

Yafet Kumiawan
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ini yang dipakai oleh penulis unt庇

menenf血狐hub皿g紬sebab akib如ada血h

A d｡eq 2ta/e caαsalitejtsleer･

Dalam pada itu masih perlu juga dijelaskan,

bahwa perbuatan yang menggerakkan orang

lain untuk melckukan perb脚tan yang

血el紬ggar h庇um, mereka itu juga haⅢs

dip組めng scbagai pelaku･ Mereka血

merupakan penyebab dilakukannya

perbuatan melanggar hukun dan tanpa

mereka suatu perbuatan melanggar hukun

tidak akan dilakukan orang. Jadj mereka

merupakan pelaku-pelaku yang pantas

債hukum deng紬　huk皿a調　yang sama

be重amya deng狐hu如脚yang囲a億此狐

kepada pelakurpelaku yang secara fisik

telal mefakukan perb脚tan me-langgar

huklm.

Perb脚tan menggerakkan orang lain untuk

mel乙kukan perb脇tan yang melanggar

hukun. Perbuntan ini haruslah dilakukan'

dengan sen製ia. C紬a mengge重a膿紬o贈ng

lain agar orang lain tersebut mel九kukan

perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan

cara : a)　Dengan menggunkan

kewe皿狐ga皿ya y紬g dibe正kan oleh

Pe加Ⅲ紬　Pe皿d狐g-肌d狐g劃　u鵬血

menyelenggarakan ketertiban, keananan

dan keamanan masyarakat,　tetapi

kewenangan tersebut digunkan untuk

menekan atau memberi kesempatan kepada

pelaku untuk melakukan suatu perb脚tan

yang melanggar hukum; b) Sengaja

melalaikan apa yang menj adi

kewen劃gamya, sehingga deng紬ad紬ya

血dak紬　sen製ia te重seb巾　me調imb山kan

membeh kese血p狐狐kepada pelaku u山並

me宣劃ggamya; c) Dengan c狐a y紬g sud狐

biasanya ia lakukan dalam menolong orang,

dan sipelaku clang menggerckkan orang

lain tersebut) memang sudah dianggap oleh

m謎ya輪kat scbagai or狐g yang telah

bias狐ya memberi ba血紬bagi me｢eka

y紬g akan mel紬ggar pera加紬h庇u皿〃

Dalam kaねn h心ungan k餌sal (hub皿gan

sebab akibat) secara adequ如　ぬp如

disampaikan te血紬g wa請u d紬tempat

terjadinya perbuatan yang menggerakkan

orang yaitu, tempat dimana orang maupun

administrasi negara karena kewenangamya

maup皿　karem kebias組n y紬g

dilak血amya m抑pun me重eka y紬g

membe正kesempか細血y紬g telah sen劉a

皿engge｢a帽組n or紬g　血庇　melak心細

suatu pe血uat孤yang mel紬gga重huk皿･

Tentang mereka yang telah membantu

pelaku untuk melakukan suatu perb脚tan

yang melanggar hukun dapat dapat

dijabarkan menjadi d脚bagian.

Ben仙k yang pe血ma dah皿ere血yang

membantu melakukan perb脚tan melanggar

huk血, yaitu皿ereka y狐g dengan sen刺a

me]akukan tindakamya menanggung dan

memberi pertolongan secara persis/tepat

tentang apa yang diperlukan pelaku pada

saat itu, dalan melakukan pelanggaran

huk皿. Jadi dalam hal ini pihak yang

memban加mempunyai maksud aga重orang

lain berb脚t apa yang diketahuinya

melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Perb脚tan pembanutuan tersebut dapat

dituntut dan dihukun karena dengan

sen如a telah memb袖山o重紬g lain Ⅲ血k

menunaikan/　melaksanakan perb脚tan

mela皿ggar huk皿･

Be巾uk y紬g kedua dad mereka yang

membantu melakukan perbuntan melanggar

huk皿　adalah kesen兜Ia紬　memberikan

bantuan kepada orang lain. Kesengajaan

血embeh b弧調　kepaぬ　o重紬g lain

te重sebut血lakuk狐dengan ca略mcmbe正

kemudahan seperti drskγesi dari Pejabat

Taぬ　　Us血a Neg狐a　　田山k

menyelenggarak狐　kelanca輪n　ぬ1am

berlalu linぬs　出　jal狐　d孤　tidak
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menimb山kan hambatan柾jalan. Bantuan

y狐g dibe正kan oleh me重eka i皿i心pat

beⅢpa pe心血n y紬g kausal (hub皿ga皿

sebab akibat), jadi tanpa adanya perbuatan

pe皿ba鵬u紬tersebut,皿aka si pelaku tiぬk

akan melckukan pelanggaran terhadap

Pe重atⅢ紬　Per皿ぬ皿g-皿d孤g紬･ Perlu

menjadi catatan bahwa perb脚tan yang

berupa pembantuan ihi hauslah dilakukan

dengan sengaja.

Dalam melakukan suatu pembantunn

terhadap perbuatan melanggar hukun yang

dilakukan dengan sengaja dapat dituntut

supaya　軸at血k紬　hu血血紬　sebagai

perbuatan pembantuan, hauslah dipenuhi 2

(dua) usur yakni usur obyektif dan unsur

subyektif, Unsur obyektif yaitu : perbuatan

pemb紬血　血　mem狐g　柾maksudkan

untuk mempemudah atau untuk

mendukung dilakukamya suatu perb脚tan

me重袖ggar h庇脚n. Ja髄da正ha=erseb血

sekalipun sudah dilakukan perb脚tan

pembantuan dengan berbagai saram dan

prasa剛a, na皿un t通庇　dilakuk紬　oleh

pelaku　田山k melakukan pe同職ぬn

melanggar hukun, mcka perbuatan

pembantun tersebut tidck dapat dituntut

sebagal perbuatan pembantuan yang

競ielanggar huku血; U鵬ur subye帥f yaitu:

perbuntan yang dilakukan oleh sipembantu

yang ben軸心en狐　dimaksudka血ya aぬu

dikehendaki oleh sipembantu dan sekaligus

s i pcmb紬仙　　皿enget孤高,　　bahwa

pe心血ya i血dapat血empemudah aぬu

dapat me皿dukung　億1aku-ka血ya suatu

perb脚tan yang me]anggar hukun oleh

orang lain.

Kesengajaan oleh pembantu perbuntan

melanggar hukun hauslah semata-mata

ditujukan kepada perbuatan membantu atau

kepada perb脚tan-perb脚tan yang

membehkan kesempat紬, sar紬a-sar紬a,

kete重紬gan-kete重ang紬　bempa　脚bu-

rambu lalu lintas yang ditujukan agar

sipelaku mela血k紬pe重b脚岨n mel紬ggar

huk調.

Dalam kaitan dengan perbuatan

pemba皿調　aga重　sipelaku mela地n

pe巾u加an mel孤gg紬　h庇um, dap祉

disampaikan te巾狐g waktu dan te血p加

dilakukanya perb脚tan pembantun

tersebut yaitu, waktu dan tempat dimana

dilaksanakan perb脚tan pembantun yang

mela皿ggar huk調tersebut･

Perbedaan antara perb脚tan menggerakkan

or弧g lain皿t庇皿elangg紳h庇um d紬

perbuatan pembantuan agar orang lain

melanggar hukun, dapat disampaikan

sebagai be轟k巾: a) Di dal劃pe心的伽i

menggerakkan orang lain untuk melanggar

hukum ya血, or紬g lain y紬g telah

digerakk紬　unt血　melakuk紬　s脚請

perbuatan melanggar hukun itu pada

m山肌ya tidak me鵬pmyai keseng劉a紬

untuk melakukan sua巾　pe血u加an yang

melangg狐　huk皿･ Keseng劉a狐　un億k

皿ela血k弧　pe血脚tan　皿elanggar hukum

dari orang lain tersebut, diban〔串tkan

k紺e皿a adanya or紬g atau bad狐心ukum

atau berbuat dan tidak berb脚tnya

ad皿inis調si negara yang mcnggera軸【a皿

o重ang te｢sebut un血k皿el紬gg狐h山肌; b)

Di dalan perbuatan pembantuan yang

menimb山kan pelangg狐an hukum o重eh

pelaku. Dalan hal ini pelaku telah

mempunyai kesen親jam untuk melakukan

perbuatan melanggar hukun, perbuatan

terseb巾juga diduku皿g oleh ○○ang a協u

badan huk皿　atau berbu如　d紬　tidak

berbuatnya administrasi negara yang

血e血ba血u or紬g lain terseb巾　皿tuk

me重紬ggar h血m.

Pelaku dan korban dari perbuntan

melangg釘hukm berkeduduk狐sebagai

panisip組. D狐狐hal ini bisa juga sebagai

korban bisa juga bertindak sebagai pelaku
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dalam suatu kasus pelanggaran hukun.

Yang dimaksud partisipan disini juga

berarti pelaku dan korban bertindak secara

aktif dalam suatu pelanggaran aturan

huk皿.　Masing-masing memai血an

per紬狐y紬g penting血n皿enent血an･

MenuⅢt A正f Gosita∴重電血bul紬k〇九a皿

karena s脚tu kejahatan　(perbuatan

melanggar hukun) merupakan hasil dari

interaksi akibat adanya interrelasi antara

fenomena-fenomena yang ada dan saling

mempengaruhi". Jadi dari hal tersebut

dapatk心髄mengerti bahwa pihak korb紬

merupckan partisipan dalam teljadinya

perbuatan nelanggar hukun, baik itu

dilak血狐oleh pcromg袖ma叩皿oleh

pen糾asa (pemc正調aD･ Deng弧kaぬ1ain

dapat dis糾npa池叫bahwa pihak korb孤

sangat menentukan tebadinya perb脚tan

mel狐gg狐huk皿･

Dalam kaitannya dengan pembchasan

tentang hubungan pelaku dan korban dalan

perlintasan kereta api, baik itu perlintasan

kereta api sebi血ng y紬g resmi maup皿

perlintasan kereta api sebidang yang tidak

resmi akan disebut sebagai pel北u

pelanggar hukun yaitu : a) Pemakai jalan

sering menemui ataupun melintas di

perlintasan kereta api sebidang. Dalam

situsi kota yang sangat padat penduduk

dan banyaknya dibangun tempat

pemukiman-pemukiman,　sebagaimana

b紬ya血ya temp紳pe皿庇iman-pe血血im紬

y紬g dib紬g脚dan血hu血oleh o胎ng○○rang

terutana mereka yang dari desa melakukan

urbarisasi (pexpindahan dari desa ke kota).

Dcng狐　　d地肌gⅧmya pe血塊しa虹

perunahan seiring juga disedickan sarana-

s紬a皿a y紬g mend庇皿g dib袖g皿

pemahan tersebut seperti pasar-pasar,

sekolah_sekolch temasuk universitas-

universitas, dan缶dak lupa juga dibangun

tempat peribadatan. Hal ihi membawa

konsekwensi dibangunnya jalan-jalan baru

皿t庇　mene皿bus atau　皿伽k pe｢gi ke

sarana-sarana yang disediakan tadi.

Sei正ng deng紬pemb紬糾nan pem血im紬-

pe調蘭血an, maka珂a巾a血y紬g semula

tidak berlintasan atau be申otongan dengan

jalur kereta api menjadi memerlukan

pe町otong紬-pe町otongan

maupersamb皿g紬　denga皿　perlinぬsan

kereta api.

Pemakai jal狐k紬ena a龍ivitasnya semg

tidak mend血ulukan jalanya kereta api, hal

tersebut telah dijelaskan dalam Pasa=24

Und紬g-皿d紬g nomor 23 T心血2007

y紬g meny細出血, ``pada pe町otong紬

sebidang antara jalur kereta api dan jalan,

pemakai jalan wajib mendahulukan

pebalanan kereta api". Tentang pemckai

jalan wajib mendchulukan jalamya kereta

api juga disebutkan dalam Pasal 64

Pe重か山肌･Peme血也h Nomo重43　T血u皿

1993 yang menyatckan: "Pada persilangan

sebidang antara jalur kereta api dengan

jalan, pengemudi harus: a) mendahulukan

kereta api; b) memberikan hck utana

kepaぬ　ken血ra弧　y紬g lebih d血ulu

meli調asi reP'.

Jadi kiranya jelas diketahui bahwa pelaku

pelanggaran Peraturan Perundang-

undangan pada perlintasan kereta api

sebid狐g ｣uga皿eliputi pemakai jal劃yang

tidck mendahulukan jalarmya kereta api dan

bisa juga mengakibatkan perjalanan kereta

api terhalang, oleh tertabraknya pemakai

jalan tersebut membunt sarana kereta api

mengalami keusakan, bahkan bisa juga

gerbong kereta api yang berisi manusia

(penunpang) maupun barang terguling

sehingga penumpang tersebut mengalani

luka-luka dan barang-barang yang berada di

dalam ge血ong ke重eta mengal狐ni

kerusakan. Pemakai jalan ini dapat juga

sebagai korban pada kecelakan di
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per重i舶s紬ker的api sebid紬g･ k狐cna ia

tertabrak oleh kereta api yang melintas di

perlin協s肌a) Ker細api yang mel王ntas di

perli舶s紬ke重eta api sebid紬g dengan

珂弧重aya sebagai pela血; b) Penyelenggara

prasar袖a kere屯　ap重･ Penyelengga重a

prasarana kereta api dalam hal ini berwajib

untuk menemp如k餌　r甜hbu-重ambu lalu

lintas di perlintasan kereta api, segala

kecel祉a紬紬暢｢a ke重eta api d紬pe鵬kai

jalan menjadi tanggungan penyelenggara

prasarana kereta api apabila penyelenggara

tersebut tidak menempatkan ranbu-rambu

lalu血ぬs (Periksa Pasal 81 jo･ Pasal 198

UU Pe血e重et組pi狐　　2007 ･　j adi

penyelenggara prasarana kereta ap=ni

menjadi pelanggar hukum apabila ia tidak

memas狐g rambu-rambu　重alu linta§　di

perlintasan kereta api sebidang. a)

Pemegang Izin, hal ini diterangkan dalam

Pasal　21 KM　53　Tahun　2000　yang

menyatakan bah訪a, "badan hukun atau

instansi pemb脚t perpotongan dan atau

persmggungan,　bertanggung jawab

te血aぬp keberaぬan d狐　pengoperasi紬

perpotongan dan atau persmggungan".

Pemeg紬g iz量n me書直di pcl紬gg釘apabila

pemegang izin tersebut tidak

menyelenggarckan keamanan bagf setiap

pemakai jalan yang akan melintas di

perlintasan kereta api tersebut.

Pada perlintasan kereta api sebidang yang

tidak resmi pelaku pelanggar hukun, yaitu :

a) Pemckai Jalan. Pembahasan tentang

pemakai jalan pada perlintasan kereta api

pada perlintasan kereta api tidck resmi,

sana halnya dengan pembahasan tentang

pemakai jalan di perlintasan kereta api yang

重csmi, yaitu pe皿akai jal紬　yang tidak

mendahulukan jalannya kereta api, yang

seh測りsnya menumt Pe皿d紬g-皿dangan

ia berwajib mendahulukan jalannya kereta

api. Pemakai jalan ini kurang waspada,

sebab di perlintasan kereta api sebidang

b弧yak juga yang tidak dilengkapi dcng弧

rmbu-rambu lalu linぬs maup皿prasarana

seperti palang pintu perlintasan dan hanya

di dapati seseorang yang kebiasaannya

memb袖山pemakai ja脆肌paぬs組t melin屯s

di perli皿tas紬ker的sebiぬ重ig; b) Kereta

Api y孤g melintas di perlinぬs弧ke重eta apl

sebi血ng y紬g tidak重esmi･ Pe皿bahas狐

tentang ini pada hakekatnya sama dengan

yang telah diuralkan pada pembahasan

tentang kereta api di perlintasan kereta api

sebiぬng y狐g resmi･ Be出血diu血k紬血ti

pemb狐asamya: Jalamya kereta api di

perlintasan sebidang mengakibatkan

tertabraknya orang yang tidak

menda血ulukan jalamya kereta api;

Tertabraknya orang tersebut oleh kereta api,

be重dampak pada kematian o重劃g terseb血

c) Setiap orang yang membuka pintu

perlintasan sebidang,　tanpa izin

penyelenggaran prasarana kereta api.

Setiap orang yang membangun jalan yang

meme最uk紬　　pe細samb皿g狐　　atau

pe叩otong紬deng孤jaぬ血重aya, tet坤i伽pa

memiliki izi血Hal ini te重ah髄teg謎k狐pada

Pasal　201 Und狐g-und狐g Nomor　23

T血1皿2007

Perbuntan membuka perlintasan kereta api

sebidang menurut Wiryono Prodjodikoro

dapat digolo鴫kan sebagai perbuntan,

`tyang menyebabkan bahaya untuk lalu

賞intas関田, mes鵬p皿Pasa=94 d狐Pasal

195 KUI皿idana tidak mempertegas unjud

da五pe血u如an im''･

Pembuka紬perli舶s紬ke重eね坤i §ebid紬g

ini oleh setiap or餌g maupun w狐ga

biasanya dilakukan oleh warga disekitar

te血p加perli血as紬, hal血d血aksu瓜紬

agar mereka dapat melakukan aktivitasnya

皿血k s紺pai di temp如y袖g血両u t紬pa

terhal孤g o量eh wa鵬u me皿e血p血

peljalanan. Perbuatan membuka perlintasan
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ker細api terseb巾mc叩ak細めl yang

mcmbahayak紬lalu lintas皿um d紳助

tersebut mendorong niat pemakai jalan

(baik pemakai jalan血se舶重temp加i巾

maup皿　pemakai jalan yang sedang

melintas di daerch itu yang secara

kebetulan menuju tempat yang berdekatan

dengan perlintasan kereta api sebidang

terseb巾)皿t庇皿eljntas di perlinぬs孤

ker細api sebid紬g yang tidak resmi

tersebut, y組g sehaⅢsnya menuⅢt

peratⅢ紬　Per皿d紬g-皿血ng孤　ha則s

ditu仙p･

Pembukan perlintasan kereta api yang

缶dak resmi te｢seb巾　mendo調ng or弧g

untuk melckukan pengurusan terhadap

kepenting紬　o重ang yang me萱i血s di

perli血s紬kereta api sebid狐g, selain血

pembuk卿perlintasan kereta api sebidang

tersebut membuat Dinas Lalu Lintas dan

Ang血t狐Ja宣紬皿e調yedak組側bu-ra皿bu

serta marka-marka jalan, agar pemakai

珂紬　beⅣ種spaぬ　saat meli舶s　瓜

perlintasan kereta api sebidang yang tidak

重esmi te重sebut.

Dalam Pembahasan ini pelaku pelanggaran

terhadap aturan hukun yaitu, Pemerintah

Dae重ah y紬g ddak menu血p perlintasan

ke重eta api sebid狐g y狐g telah dib庇a o重eh

warga atau orang, dengan tindckan

Pemerintah Daerah yang tidak menutup

perlintasan kereta api sebidang dengan

jal紬輪ya te章seb項　memb劇　se皿粗n

banyak warga yang membuka perlintasan-

perlintasan kereta api tanpa izin dari

penyelenggara sarana perkeretaapian, sel aln

itu dampck dari pemerintah daeral yang

tiぬk menu億p pin血perl血as紬kereta apt

memb脚t pemakai jalan melintas di

perlintasan sebidang yang syarat akan

adanya bahaya kecelakaan yang

menimb山kan keⅢsak劃kereぬap宣maup皿

kerusakan pada kendaraan bemotor yang

dit皿pangi koねan bisa mem皿gki血紬

ko血孤dap如mengala血=uka-山ka sec狐a

角sik ba此an s釦肌pai ke皿狐gan nyawa･

Pcmas弧gan脚bu-重ambu di perlintas狐

kereta api yang tidak resmi oleh Dinas Lalu

L証as dan Ang血tan Jalan tersebut

menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan

yang akan melintas diperlintasan kereta apl

sebid紬g d紬　juga berba叫a bagi

k｡selamatan pe直1紬a皿kereta api sebid紬g･

Tindak紬pemas紬gan rambu-r劃bu lalu

linぬs oleh Dinas Lalu Lintas dan A皿g珊t紬

Jal負n　皿empak孤　tindakan yang

be巾entangan deng紬Pe重a加重紬PeⅢnぬ喝一

皿dang飢　se血　membuat Pe皿e心血

Daerah tidak mengurusi perlintasan

sebidang yang tidak resmi.

Alasan Pemerintah Daerah tidak mengurusi

perlintasan yang tidak resnri tersebut

deng紬d揖h pemakai jal紬haⅢs

uspada dan wajib memperhatikan

rambu-rambu yang telah disedickan

oleh Pe皿e轟皿章血Dac財h mela山Din謎

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

R. Pe請ang糾ngjawaba皿　HukuⅢ　A飯s

Kecclakaan Di Per看intasan Kere倒

Api sebidang　･

Dalam membahas pertanggungiawaban

hukun atas kecelakaan di perlintasan kereta

apl sebidang dengan jalan raya, pada tesis

ini akan diuraikan 3 (tiga) pembahasan

pemnggung｣awわan hu血m yang

melip巾i:

A. Pe血ngg血由awわ紬　h心um　ぬ1am

bid狐g h山関血perdata･

8. Penangg血豆awaban hukum dala皿

bid紬g血止血administ重asi negara

C. Pertanggung]awaban hukun dalam

bid紬g hukum pid紬a･

Pertanggungjawaban dalan hukun perdata

yang berkaitan dengan kecelakaan di

Yafet Ku｢両awan
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per宣intas紬ke｢eta api sebidang (yang

res皿i) deng紬ja量狐財ya, y紬g be競紬ggung

jawわ　adalah : Penge血皿　kenda重aan

bemoto｢, Penyelengg祉a sar紬a kereta api,

d孤　badan h庇血　気餌inst紬si yang

mempunyai penzinan mendirikan

perlintas紬kereta api sebiぬng･

K錐i血pulan

Dalam uraian tentang kesimpulan ini,

aぬp田虫pat diu重aik狐sebagai be正血t : a)

Berdasarkan asas /e意やesJ’alis derogrt /ex

gemm/i’kereta api mempunyai jalamya

sendih yaitu ja量an rcl, Jadi甲da perlintasa皿

ke重eta api sebidang dengan jal狐重aya y紬g

dipckai adalah aturan Undang-undangan

Nomo重　23　Tahun　2007　te珊紬g

Pe血e重的apian d狐　bukaⅢγa Und弧g-

皿dang Nomor 14 T血un 1992 tenぬng Lalu

Lintas d紬Angk両袖Jal弧･ Sed紬gk弧

pada pembentukan Undang-undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan hanya ditujukan

untuk mengintegrasikan j amgan

心細spo血si jal紬, kenda財紬　bese血

pengemudinya dan bukamya mengatur

sec狐a　血usus ten屯ng perkeretaapi紬･

Selain重蒐皿ge血an jal狐rel yang皿end謎証

I鋤やesJ.all.s dari Undang-undang Nomor

23 Tahun 2007. /e意やesialJs juga dapat

dipahani dari pemyataan Pasal 9 1 Undang一

皿d紬g Nomor 23　T血皿2007, yai調

tentang pengaturan perpotongan jalan

antara jalan rel dan jalan raya yang pada

dasamya dib脇t tidak sebidang. b)

Pertanggungj awaban hukum atas

kecelakaan di pe重limsan kereta api

sebidang pembahasannya meliputi: subyek

hukum pada perlintasan kereta api

sebid劃g, adap皿　sec紬a singka書　dap加

disampaik飢　subyek hukm pada

perlintasan kereta api sebidang: pemakai

jalan, penyelenggara sarana dan prasarana

pe重ke重et組pi紬, petugas jaga di pe重賞intas弧

kereta api seb血ng, badan huk皿atau

instansi y紬g memp皿yai iz工n memb瓜a

perlintas紬kereta api sebid紬g, o財ng yang

m｡mb紬tu pemakai jal紬u血k melinぬs di

perlintasan kereta api yang tidak resmi,

orang yang membuka perlintasan kereta apt

yang sud血d血血p, Pcme止血狐Pusat

dalam hal ini Direktorat Jenderal

pe血ub皿g紬D紬か, Peme轟ntah Daerah･

petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Selain dibchas temng subyek hukum

pada perli舶san kereta api seb血ngi juga

dibahas tentang hubungan antara pelaku

dan korban dan pertanggungjawaban

hukum atas kecelckaan di perlintasan kereta

api sebidang. Adapun tentang hubungan

pelaku dan korban dalam kaitamya dengan

kecelaka孤　di per量intas紬　ke重eta api

sebid組gぬpat di皿証k紬seca贈singkat

sebagai berikut, pembukaan perlintasan

kereta api sebidang sering membawa

korban kecelakaan di perlintasan tersebut.

Pemb庇a弧terseb調di重akuk狐oleh or紬g

atau warga atau instansi, dengan adanya

pe血bupka紬paぬpe｢l血as紬kc重eta api

sebid紬g, maka men血bulk紬　j唯a

tanggung jawab pada Pemerintal dan

Pe皿e心血h Dae略h u血k血enu調p, j批a

perlintasan yang tidak resmi tidck ditutup

maka hal ini berbahaya bad keselamatan

pemakai j alan.

Dal狐　　　　kaita皿ya de皿g紬

pe血ngg脚由awab孤　　hu血皿　　atas

kecelakaan di perlintasan kereta apl

sebidang,　maka akan diuraikan

pe血gg脚gj awab紬　　　　perd細,

pe轟狐g糾n由awわ紬adminis巾asi negara

dan pertanggungjawaban pidana. Dalan

kaitannya dengan pertanggungjawaban

perdata diuraikan tentang tanggung jawab

terhadap kecelckan diperlintasan resmi

dan perlintasan tidak resmi. Pada

perlintasan yang resmi, pihak yang

Yafet Ku｢niawan
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be轟angg皿g jawab yaitu pengemudi

ke皿dara狐be皿otor, penyelenggara s狐ana

kereta api, dan badan hukum atau instansi

y紬g memp皿yai perizi皿n mendihkan

perlintasan kereta api sebidang. Sedangkan

pa血中i血san y紬g ti址重es皿i, yang

bertanggungjawab adalah pemakai jalan,

o脚g細u masyarak如y紬g membuka

perlintasan kereta api tanpa izin, orang

y紬g mela地肌　pe血的n sukarela

m｡mban億pemakai jal紬me王i血嵐s di jalan

rel, peme正n心血erah他山的u pe皿ehn血

pusat y紬g diwakili oleh me地元

perhub脚gan darat･

Selanj umya pertanggungj awaban

administrasi negara dibebankan kepada

pemerintch Daerah, Pemerint血Pusat yang

diwakili oleh Dinas Perhubungan Darat,

dal劃n仙gasnya u鵬uk men血p per皿as紬

kereta ap置y紬g tidak res皿i･ dan DLLAJ

karena tidak memper-gunakan

kewenangannya memasang rambu-rambu

lalu li血asぬn孤如jal狐sebagai-mama

mesti調ya.

Sedan8kan pertanggungjawaban pidana

pada pe重li舶san y紬g resmi melip血

pemakai jalan yang melakukan kelalaian,

pe皿eg紬g i乙宣n yang melak山肌kelalai紬

tidak mengawasi sehingga terjadi

kecelakaan diperlintasan kereta api.

Te血g pe血ngg皿由awab紬血1am huk皿

pidana yang berkaitan dengan kecelakaan

di perlintasan kereta api sebidang dengan

jalan raya (perlintasan kereta api yang tidak

resmi) adap皿y紬g be虹angg皿g jawab

da重am k∞elaka紬dipe重li請as狐ke重eta ap宣

yang tidak resmi adalah: pengemudi

kendaraan bemoto｢, dan o輪ng yang

memb血a重糊1i劇s紬sec狐a tidak記smi･
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TANGGUNGJAWAB BANK量NDONES払DALAM

HKU量DASI BANK

Ta両iz

Yohanes Sog狐Simamora

Endang Retnowati

u正versitas W担ya Kusuma Surわaya

AB STinK

pene量i血huk皿前脚租belakangi bahwa Ba庇皿e叩ak紬ba血us血a yang

memiliki karakteristik khusus sehingga pencabutan izin usaha, pembubaran badan

hukun, dan likuidasi bank tidak dapat dipersamakan dengan prosedur yang berlaku

umun. Dalam situnsi bank tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang

bersangkutan.membahayakan sistem perbankan nasional maka diperlukan peran dari

Balk Indonesia.

Bagaimanckah penerapan kewenangan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi

bank yang dimiliki oleh Bank Indonesia? Serta akibat teriadinya likuidasi bank,

khususnya terhadap nasabah deposan? Dengan menggunakan pendekatan nomatif, maka

berdasarkan ketentun叩Perbankan, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk

mencabut izin usaha bank bemasalah, sedangkan untuk proses likuidasi diatur dalam UU

Lembaga Penjamin Simpanan. Selama ini Bank Indonesia dalam me脚gani bank

bemasalah setelah upaya penyelamatan tidak berhasil menggunakan proses likuidasi.

Ada 2 cara untuk melindungi nasabah deposan yaitu perlindungan secara implisit dan

perlindungan secara eksplisit. Pada dasamya, perlindungan kepada nasabal tidck dapat

坤s批an deng狐upaya me函ga kel狐gs皿g袖ba血sebagai sua両embaga pada

khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada ununnya.

Kata kunci : Bank Indonesia, bank bemasalah, pencabutan izin usaha, pembubaran

badan hukun, likuidasi.

Latar Be!akang

Pilih紬h庇u皿yang be庇aitan dengan

kebijakan yang ditempuh oleh Bank

Indonesia dalam meldkukan likuidasi bank

adalah berdasarkan ketentuan pasal 37　-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

PeⅢbah狐Atas Und紬g-Undang Nomor 7

Tahun　1992　tentang Perbankan

(selanjutnya ditulis叩Perbalikan Tahun

1998) ayat (2): Pimpinan Bank Indonesia

ぬpat mencabut izin us血a ba血d狐

memehn融狐di重eksi ba血Ⅲit庇segem

menyelenggarak狐　　Rap如　　Umu血

Pemegang Scram guna membubarkan

badan hukun bank dan membentuk tim

lik心血si; d弧　Pe劇町紬　Peme轟nt血

Nomor　68　T血un 1996, PeratⅢ紬

pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 yang

disemp皿akan oleh Per細胞n Pc皿e五両血

Nomor 25 Tahun 1999 te血g Pe皿cわut細

工z血Us祉a, Pembuba｢an, d紬Likuidasi

Bank (selanjutnya ditulis Peraturan

Peme正n也h Nomor 25 Tahun 1999)i

Era pasar bebas akan berlaku di

selu皿h dunia pa血のh皿2020, dan di Asia

era誼血m億ai paぬ也h皿2003･ Indonesia

yang belum pulih dari krisis multidimeusi

beⅢs祉a menata kembali ha鵬umya

丁a mjl乙
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調an餌　perekonomian negara tak

terkecunli di bidang perbankan. Lembaga

perbankan dituntut untuk siap bersaing

deng紬bank-ba庇asing yang mulai masuk

ke dalam dunia perbankan Indonesia.

Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam

bent庇　simp狐紬　d狐　menya重∬k紬nya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk laimya dalam

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Guna mencapai　両u紬　te重sebut

pelaksanan pembangunan haus

senantiasa memperhatikan keserasian,

kese重a重as狐,ぬn keseimbang紬beねagai

unsur pembangunan, termasuk di bidang

ekonomi d紬ke脚唯劃･ Sektor pe巾a血紬

memiliki posisi strate鏡s sebagai lembaga

intemediasi untuk menunjang kelancaran

perekonomian.

Dalam　創ngsinya scbagai pera血a重a

keu弧g紬te血a叫h心血g孤独競a重a bak

血in nasabah心血s狐kan pada 2 (dua)皿sur

y孤g pal血g saling te重kait, ya血hukum dan

kepe重caya狐･ S脚請　ba血　h紬ya d印加

melakukan kegivan dan mengembangkan

banknya, apabila masyarakat "percaya"

untuk menempatkan uangnya dalam

produk-produk perbankan yang ada pada

bank tersebut. Berdasarkan kepercayan

masy狐ak加　terseb巾　bank　坤

memobilisasi dana dari masyarakat untuk

ditempatkan di banknya dan menyalurkan

kembali dalan bentuk kredit serta

memberikan jasa-j asa perbankan.

Paket 27 0請obe重1988 y袖g皿embe正

peluang besar kepada pemilik modal untuk

mendir址an b紬k se血ngga ba重止　swasta

tunbuh seringkali dikatakan sebagaiu

salah satu pemicu krisis yang sistemik

yang tercatat sebagai kondisi perbankan

terburuk dalam sejarah perbankan

Indonesia. Kondisi pe血a心細　nasio脇l

yang hamp宣r n血uh dit紬ぬi meroso血ya

kepercayaan masyarakat yang terlihat

dengan ｢espons血ya pena正kan d紬a

simpanan pada bank, melonjaknya tingkat

suku bunga d紬dipe血ur血Iagi de皿gan

akses yang cukup tinggi ke pasar unng

intemasional y紬g me血b脚t perba血組

nasional memiliki pi重直manぬ1am valuぬ

asmg yang besar.

Usaha penyelamatan dan penyehatan

pe重ba血an皿asio鴫1 a劇ah saねh sam cam

画租ma y紬g haⅢs的emp血ag紬kondisi

ekonomi nasio勤l d印加　pulih･ Ba出

血donesia yang me調p皿yai kewen紬g狐

dan kewajiban melakukan pembinan dan

pengawas紬te血ad坤b軸心　melakuk孤

berbagai upaya, balk tindakan yang

bersぬt p重eventif血1am be皿請k keten加温,

petunjuk, pengarahan dan pemeriksaan,

maup皿　y弧g bersi鋤　rep重esif地軸皿

bentuk tindakan. Dengan berdasarkan pada

ketent脇n pasa重37, 37 A dan 37 8 UU

Pe重ba重水m Tahun 1998　血aka l弧gk血

st劇egi s pe蘭　　mengembalik紬

kepercaya紬te血adap pe血狐庇an nasioml

adalah皿ela!ui s瞳m pe可a皿i皿deng狐

h調印弧　　d坤か　　mengemb抽k組

kepercayan masyarakat dan menarik

kembali dana da轟　bank asing atau

campu重an･

Selanjutnya Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk

sebagai badan khusus untuk menunjang

pelaksanaan jamnan pemerintah terhadap

kewajiban bank sebagalmana disebutkan di

atas. Dalam memberi pijakan tindakan

terhadap b狐k-ba血　　be血asal血

dikeluar畦皿Peratur紬Pemc五億ah Nomor

25 Tahun 1999 Te鵬ng Pe皿cab巾細工zin

Usaha, Pembubaran d袖Lik山dasi Bank,

se請a Per如u財n Pemeh鵬ah Nomor　28

T狐un 1999 Te巾狐g Merger, Konsilidasi

dan A血isisi Bank.
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pada tangg狐13 M紬et 1999, deng紬

kewenang孤nya BBPN dan Ba血

Indonesia mulai mengumumkan berbagai

kcputus袖da宣am mngka penyeh細n b紬止

nasiom量be叩a pene也p紬ba血劇抑

s伽us B紬k Beku Operasi (隣0) dan

Ba庇Beku Kegiat紬Usaha (BBKU), b紬k

diambil alih/ bank fc誘e over (BTO), serta

bank yang diikutsertckan dalam program

rekap触isasi, selain itu tersisa 73 ba血

nasional y紬g tidak i血t dala肌progra皿

rekap鳳isasi･ Keb軽an rest則k血sasi

perbankan nasional tersebut oleh Masjhud

All dikatckan membunhkan beban biaya

restm龍山sasi y紬g te皿ahal d組te血oros

sepanjang sejarch perbankan dunia.

Sehingga ben狐　sebagaim紬a y孤g

dikatakan oleh Didik J. Rachbini berkaitan

dengan kegagalan mengatasi krisis

pe巾劃血狐, te調a a出血　k孤e皿

kebijckan yang ditempuh bersifat instant.

Tah皿1994 dal劃n o重asi Dies N如alis

universitas Airlangga Surabaya, Sutan

Remi Sjahdeni telah mengemukakan agar

supaya pen弧g紺狐　b狐血　bemasa皿

dengan ca重a menca師izin d紬

melikuidasinya sebaiknya dihindarkan.

A重as紬nya adalah imp重ikasi yu丘dis yang

sangat kompleks出血p重oses pe皿ye重esai紬

yang memakan waktu lama, selain dapat

menggonc狐*狐kepercaya袖masyarakat

terhadap sistem perbankan dan likuidasj

s脚筒ba止血p如me血mb山k紬ke重es紅組

sosial dan implikasi yang sangat jauh. Hal

te｢sebut ses昭i deng紬pra撫ek negara-

negara lain血d皿ia, di鵬na likuidasi juga

bukan cara diminati. Tanpck dari laporan

tahunan ke-63 (tahun 1993) dari Bank/or

励ternational Settlements (B重S) y紬g

狐tara lain menyeb巾kan b祉wa

penyelamatan bank yang bemasalch di

Amehka Se正ka‡血ela山i likuidasi ha重りa

menempati porsi心dak berani･ hanya 5,2%,

sedangkan血Jepang, NoⅣegia, Finl組dia

dan Swedia cara血b血k狐tidak血kenal･

Walaup皿kekhawatiran Re血S巾an

sjahdeini tampaknya berhasil direduksi

deng紬aぬnya pera両袖肌usu te舶ng

pencabutan izin, pembubaran dan likuidasi

bank dan j抑inan d紬a s血p紬an nasabれ

tetapi belun berarti pemasalahan telah

terselesaikan. Karena dalam pelaksanaan

kewenag紬　Bank　工ndonesia　皿巾k

melakukan pencabutan, pembubaran dan

likuidasi bank berdasarkan Peraturan

pe皿e正也h~ Nomor･ 25　Tahun 1999

te重ねp如　hal yang bel血　tersen山,

misalnya berkaitan dengan kepastian

hukum keberadann tim likuidasi yang

dibatasi selama 5 tahun pada "bank" yang

telah bubar apabila masih terdapat aset

be調asalah.

peratⅢ狐　Peme正nt血　Nomor　25

Tahun 1999　tentang Pencabutan Izin

usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

boleh jadi merupakan salah satu kebijakan

y紬g bers脆t ･･in§taげterscb巾te重lebih

la包pada nasa sebelun krisis ketika

dere如asi perb紬kan mulai diterapk紬,

peran8kat dan lembaga penjaga aturan

main belum te巾e血uk,　se血ngga

pen紬g狐紬　beberapa b紬血　y紬g

memperburuk kin車a perbankan

Indonesia.

Keb的k紬　Ba止　血donesia d孤独n

upaya　皿enye血atkan kemb祉　d血a

perbankan nasional, diwujudkan dalam

bent庇　konsep ArsitektⅢ　Pe重b紬k紬

Indonesia (API) merupak紬　ker紬gka

dasar sistem pe血a血an y狐g bersi細

menyel田山d紬皿emberik紬ar祉bent止,

dan tatanan industri perbankan dalan

rent紬g wak書u 5 - 10 tah皿men血t孤g,

maka pemasalchan hukun dalam

ke鵬脚gan d紬t狐g糾ng ｣awわB紬k

Indonesia berkaitan deng紬1ikuidasi d紬
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kepai重it紬b祖bank bemasalah狐, sangat

penting皿t混血巾n岨skan･ Hal ini岨mpak

dari 6 pilaf API y紬g di皿皿usk紬dengan

berdasarkan ｢ekomendasi da正　Basle

Comm’//ee on Banking S印em‘s7on, ya血:

s観劇Ⅲ　pe血a血狐　y紬g sehat, sistem

pe重ba血an yang ef地車　sistem

pengawasan yang independen dan efektif,

industri perbankan yang k脚t, infrastuktur

pendukung yang mencukupi, dan

perl i調d皿gan konsumen･

Per血asa獲ahan

Berdasarkan uraian di atas, maka

dapat血調雌k紬騰masal血餌sebagai

be正kut:

Apakah akjbat hukun lik正dasi bank oleh

Bank量ndo鵬sia?

Pe血ba血asan

Akibat Huku血Likuidasi Rank

1. Terhadap A§et膿ank

Lik山dasi su加u bank meⅢpakan

kelanjutan dari pelaksanann pencabutan

izin usaha dari bank tersebut. Undang-

Undang Nomo重24 Tahm 2004 tentang

Lembaga Penjanin Simpanan (Undang-

Undang LPS) merupakan /鋤やesialis ba毎

pengaturan likuidasi bank. Undang-

Undang LPS ini dibentuk didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan sebagal

be正kut :

a. sistem pcめankan yang sehat dan stabil

akan menunj ang terunj udnya

perekonomia皿nasion狐y狐g s劇誼dan

tangguh;

b. program penjamman simpanan nasabah

bank akan　皿endukung sistem

pe血狐kan y孤g seh靴dan s屯bil;

c. perlunya pembentukan lembaga yang

inde霊場nde虹　y紬g dibe正　tugas dan

wewenang　血巾k melaks紬akan

prog重am pe町amn紬simpanan nasabah

bank.

Penetapan penjamnan simpanan nasabah

bank diharapkan dapat memelihara

kepercayan masyarakat terhadap industri

peめa心細d紬　d印加　meminimumk紬

｢esiko yang membeb紬i紬ggaran nega重a･

Penjaminan simpanan nasabah bank

te｢seb巾　diselengg狐ak紬　oleh Lembaga

Penjamin Simpanan qPS), yang memiliki

2 (dua) fungsi, yaltu : menjamin simpanan

nasわah b狐血dan melak血紬penyelesai紬

atau penanganan Bank Gagal.

Tindakan penyelesaian atau

pen弧g紬紬　Bank Gagal oleh LPS

didahului berbagai tindakan lain oleh Bank

Indonesia dan Lembaga Pengawas

Perbankan (LPP) sesual dengan peraturan

perundang-undangan. Bank Indonesia

melalui mekarisme sistem pembayaran,

ak紬mendeteksi bank y紬g mengalami

kesulitan keunngan dan dapat menjalankan

fungsinya sebagai /enJer o/ the las/ resort･

LPP juga d印加　皿endeteksi kcs山it紬

tersebut dan berupaya mengatasi dengan

menjalankan fugsi pengawasannya,

antara lain berupa tindakan agar pemmk

bank menambah modal atau menj脚l bank,

atau agar bank melakukan merger atan

kons○○idasi dengam bank lain.

Apabi重a ko皿disi bank yang mengalami

kesu重血皿　ke皿g狐　筒rsebut sema虹n

memburuk, antara lain ditandai dengan

皿cn皿ya tingk如　solvabiliぬ§　b劃血,

tindakan penyelesaian dan penanganan lain

hams segera dilakuk紬. Da重a血keada紬

ini, penyelesaian dan pcnanganan Bank

Gagal dise血hkan kepada LPS yang akan

beke重j a setelah te重lebih　　ぬhulu

dipertimbangkan perkiram dampak

pencabu岨n jzin us血a bank te血ad坤

perekonomjan nasio皿al.
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Dalam rangka melalukan likuidasi

Bank Gaga重y紬g dicab巾izin usahanya,

LPS melakukan tindckan sebagai berikut :

I) melak血an kewenang紬: a) mengambil

alih dan menjalankan segala hck dan

wewen孤g pemeg紬g s祖狐, temas庇批

d紬wewenang RUPS; b)皿en糾asai俄肌

mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal

yang diselamatkan; c) meninjau ulang,

membatalkan, mengakhiri, dan/ atau

mengubch setiap kontrak yang mengikat

Ba血Gagal y紬g diselam如k紬deng紬

pihak ketiga yang merugikan bank; dan d)

menjual dan/ atau mengalihkan aset bahk

ぬnpa perse巾u紬　debi餌　血J a伽

kewajiban bank tanpa persetujun kreditur.

2) membe正k狐劇狐g袖unt庇mem叫ar

gaji pegawai yang terutang dan talangan

pes紬gon pegaⅥi sebes狐｣um皿

minim皿pcsangon sebagaim狐a dia血

dalam peraturan perundang-undangan; 3)

melakukan tindakan yang diperlukan

dalam ranBka pengananan aset bank

sebel皿p重oses脆kuiぬsi dimulai; d弧4)

memutuskan pembubaran badan hukun

ba血, mc皿ben皿　d皿lik山dasi･ d紬

menyatakan status bank sebagal bank

dalam likuidasi.

Keputusan pembubaran badan hukun

bank w却b u血uk:

1. dida餓Ⅲk紬da重am da餓r peⅢsaha紬

dan di panitera pengadilan negen yang

melip血tem印kedud競輪n ba血y組g

bersangkut紬;

2.血um皿k紬　dalam Be正也　Negara

Rep巾1ik血do耽sia dan 2 (d脚) surat

kab紬　haha皿　y紬g mempunyai

pereda輪n l脚s;ぬ裏i

3. dibc轟t血t血an kepada insta調si y紬g

be｢wenang.

Pengunuman yang dilakukan dalam Berita

Negara republik Indonesia dan surat kabar

dinyatckan pula pemyataan bahwa seluruh

aset b紬k dalam lik正dasi berada pada

tanggung jawab dan pengurusan tim

賞ikuidasi.

pelaksanaan likuidasi bank dilakukan

oleh tim lik正dasi dengan孤ggo屯血m

sebanyck-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Dalam hal dipe血k紬, a虹ggota tim

likuidasi d印如d血可庇da正salah sam

anggota direksi, komisaris atau pemegang

saham. Penunjukan ini bisa dilakukan

ap抽1a me重eka memi蘭infb血asi y紬g

diperluk紬　unt血　penyelesaian proses

likuidasi, yang bersangkutan kooperatif

dan tidak memp皿yai ben巾r紬

kepenting弧Deng紬aぬnya ti調li血dasi

ini, maka tim likuidasi melaksanakan

伽gg脚g ｣awab dan kepe叩血醐n ba血

dalam likuidasi dan berwenang mewakili

bank dalam likuidasi dalan segala hal

yang berkaitan dengan penyelesaian hak

dan kewajiban bank tersebut.

Untuk kepentingan aset atau

kewajiban bank dalan likuidasi, tim

likuidasi dapat meminta pembatalan

kepada pengadi!細　田aga　細s segala

pe心u細皿　huku皿　ba血　yang

mengakibatkan berkurangnya aset at靴

bertambahnya kewajiban bank, yang

dilakukan dalan jangka w北tu I (satu)

tahun sebelun pencabutan izin usaha.

Namun, ada pengecualian terhadap

呼mbatalan垂yai如ap抽1a pe血ua伽

hukum ba血　y弧g bers紬g血t紬　y紬g

wajib dilckukan berdasarkan undang-

皿dang.

Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

I. pencairan aset dan/ atau penagihan

piutang kepada para debitur diikuti

dengan pembayaran kewajiban bank

kepada para kreditur dari hasil

pencairan dan/ atau penagihan tersebut;
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2. pengalihan aset dan kewajiban bank

kepada pihak lain berdasarkan

perse旬uan LPS･

2. Per輪ndu血ga血Nasabah助nk

H心血g紬　huk皿　弧ぬ｢a ba血　d紬

nasab血, baik皿sabah debitⅢ, nasab血

deposan, ma叩皿nasabah non deb加重-non

deposan, adalah hubungan kontraktual.

Kontrck yang mengikat hubungan antara

bank dan nasabah bers皿be｢　d紺i

ketent脚n皿m BW (Bu血Ketiga BW).

Menu血Pasa=338 ayat (1) meng紬d皿g

asas daya men豆katnya undang-undang

bera重k調bagi hub皿gan kon寄畑a競Ⅲa

bank dan nasabah.

H山)ungan nasabah deposan

(penyimpa皿d紬a) d紬b紬k meⅢpak紬

hub皿g劃kon廿ak請a重, di ma脇pihak bank

be出血gsi sebagai debi加重　sedangkan

msabah deposa皿　be血ngsi　血edit叫

tida帽証mempakan phnsip hub皿gan yang

be重laku seca財血血書ak. Deng組dem地肌,

ada　3　tingkatan dari pemberlakuan

hubu皿g狐　kon咄宣　pada hub皿gan

antara nasabah penyimpan dana dan bank,

yai巾: a) Sebagai hubungan debit町(bank)

clan　血edit町(皿sabah); b) Sebagai

hub皿gan kont略虹ua=aimya yang lebih

lu謎め正hanya seked紬hub血g袖debitu手

心ediれⅢ; c) Sebagai hubungan kon億ak

yang tersirat.

Paぬ　p正nsip血ya hub皿g紬　紬向ra

nasab徴h penyi皿pan d劃a d紬b弧k adal血

hubmgan ko皿廿ak脇l te｢sebut (hubungan

debi仙トk記dihⅢ),　　maka tidak

mengherankan kalau dalam praktek pihck

nasabah penyimpan dana tidak

mendapatkan perlindungan sewajamya

o重eh huku血.

Perl血d皿g狐　terhadap nasabah

penyimpan dana dapat dilakukan melalui 2

ca｢a‥ a) Per宣in血g劃sec釘a implisit yaim

perljnd皿g紬　yang dihasilk紬　oleh

pengawasan dan pembinaan bank yang

efektif, yang dapat menghindarkan bank

da正keb紬gk皿的n･ Pe重lind皿gan血ぬpat

diperoleh melalui: 1. peraturan permdang-

皿dang狐pe血血an, 2･ perlind皿g袖da正

hasi霊　pengawas紬dan pembinaan y紬g

e危鳳f oleh Bank　重nclonesia, 3. usaha

menjaga kelangsungan usaha bank

khususnya dan sistem perbank紬pa血

umumnya,　4.　memelihara tingkat

kesehatan bank, 5. melakukan usaha

ber血sa正紬phnsip keh如i-血ti紬, 6･- cam

pemberian kredit yang tidak merugikan

bank dan kepentingan nasabah, dan 7.

penyediaan infomasi resiko kepada

nasabah; b) Perlindungan secara eksplisit

ya血perlindungan me重a皿pembentuk紬

Iembaga yang menjamin simpanan

masyarakat,　se山ngga ketiぬ　bank

mengalami kegagal紬, maka　重embaga

tersebut yang akan menggantikan dana

masy狐ak靴y狐g心si皿p紬pada bank yang

gagal terseb巾.

Perlindungan secara tidak langsung

berka血n dengan upaya din　tindak紬

preventif yang bersifat internal oleh bank

yang bersangku伽, an協調重ain :

1. P正nsip Kch如i-hatian

Menu加　　ke健ntuan Pas血　　2

Und弧g-Undang No皿○○ 10 Tah皿1998,

bahwa Pe重bankan　工ndo血esia　血1紬

melakukan usdrya berasaskan

Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan

p細insip keha心h如iam Dengan demjki劃し

p轟nsip keha缶hatian meⅢpakm sal血sa億

asas terpenting yang wajib diterapkan oleh

bank dalam melaksana-kan keSatan

us血紬ya. P正nsip ke血ti-ha備an　血i

mcnghamskan bank皿血k selalu be血a正

hati dalam menjalankan kegiatan

usahanya, sehingga harus selalu kousisten

dalam melcksanakan peraturan permdang-
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皿dangan pe血血紬　berdasa血孤

profesionalisme dan itikad baik.

pasa=ain y狐g皿empe鵬gas me虹genai

pe血ingnya pnns重p kehati-ha庇m

ditera画調姐御setiap kegi細n usaha

b連出, )′a血Pasal 29 ayat (2) Unda皿g-

Und弧g Nomor 10 Tah皿1998‥

Bank wajib memelihara ｡ngkat

kesehatan bank sesuni dengan ketentuan

kecukupan modal, k脚litas aset, k脚litas

manajemen, likuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek laln yang

berhubungan dengan usaha bank, dan

wajib melckukan ke鏡atan usaha dengan

prinsip kehati-hatian.

Be重das虹k紬　kete創面患皿　tc重seb叫

maka tidak ada alasan apa pun bagi bank

untuk tidak menerapin pnnslp kehati-

hatian dalam kegiatan usahanya dan wajib

menjunjung tinggi priusip kehati-hatian.

segala perbuatan dan kebijakan bank

dalam rangka melakukan keg轟an

耽れ弧ya ha鵬sena血asa berぬs頒k孤

pc調　pc皿めれg一皿dang紬　yang

berla血　　　　se血ngga d印か

dipertanggungj awabkan secara hukun.

Berikutnya, Pasal 29 ayat (3) Undang-

Unぬng No血or 10　T血皿1998

menyatakan perlunya priusip kehati-hatian

ぬIam畔nyal皿孤灯cdit細u pembiayaan

berdas孤k狐　P正調ip Sya正ah kepada

nasabah debit∬

Ketentun-ketentuan yang disebutkan itu

be血ubung狐e融deng紬ketem Pasal

29 aya{ (4) Und紬g-Undang Nomo重10

Tahun 1998, karena bertujun untuk

melindu書直　　kependngan nasabah

penyimpan dan simpanamya.

2. B如as Maksim皿pembeh餌Kre髄t

Mengenai Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam

Pasal 1 I ayat (1), (2), (3), (4), (5) Und紬g一

undang Nomor 10 Tahun 1998 dan

Peraturan Pelaksanaamya.

Dalam penjelasan pasa=ni dinyatckan

bahwa y紬g dimaksud dengan kelompok

(gnip) merupakan kunpulan orang atau

badan yang satu sama lain mempunyai

ka厄n dalam hal kepe皿ilik叫

kepengurusan, dan/ atau hubungan

keuangan･

Menurut penjelasan pasalnya, Bank

Indonesia dapat menetapkan b細s

maksimun yang lebih rendali dari 30 %

(tigapuluh perseratus) dari modal bank.

penge血組mo劇ba血dite印k紬oleh

Bank血donesia sesuai deng狐pengeni狐

yang dipergunakan dal劃　perilaian

kesehatan bank. Batas maksimum yang

dimaksud a血l血町側止血asing-masi皿g

peminjam atau sekelompok peminjam

temasuk peruschaan-peusahaan dalam

kelompok yang sama･

Yang dimaksud dengan keluarga dalan

ketentuan Pasal 1 1 ayat (3) huruf d adal狐

hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua, baik menurut garis keturunan l皿s

maupun ke samping temasuk mertua,

men狐仙, dan ip狐･

Pada bagian penjelasan ketentuan

tersebut dinyatakan bahwa pemberian

kredit at狐　pembiayaan berdasarkan

P重einsip Syah血o賞eh ba血me皿g弧d皿g

resko kegagalan a船場kemacet狐dal狐

pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh

terhadap kese血協n bank･ Mengingat

bahwa k重edit atau pembiaya狐dimaksud

bersumber dad darn　masyarakat y紬g

disimpan pada bank, resiko yang dihadapi

bank dapat berpengaruh pula kepada

keamanan dana masyarakat tersebut.

01eh k狐e皿血, untuk meme重iha重a

kesehatan dan meningkatkan daya

tahannya, bank diwajibkan menyebar

resiko dengan mengatur penyaluran kredit
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atau pemberian pembiayaan berdasarkan

P正nsip Sya五九　pembe正an jamin紬

如aup皿　免silitas lain sedem距細　則pa

sehingga tidak t叩usat pada nasab血

debitur atau kelompok nasabah debitur

teれe巾u.

Be喜kaiatan dengan itu yang

dima血sd deng紬　Ba館s Maksim皿

Pembehan K∫edit ada賞ah persentase

perbandingan batas maksimun penyediaan

dana yang djperken紬一k紬terhadap moぬ1

bank.

Mengenai baぬs maksim皿　pembe正紬

kredit tersebut, oleh Bank Indonesia tela血

ditetapkan bahwa untuk peminjam atau

kelompok　重鷲m叩狐　y弧g meⅢpakan

pihak tidak terkait adal血sebes紬20 %

dari modal, sedangkan peminjam atau

kelompok peminjam yang terkalt adalah

sebesar 10 % dari modal.

Ditctapkamya kctent脇n batas

maksimun pemberian kredit, balk dalam

Undang-Undang Nomor 10 tchun 1998

maupun peraturan pelaksanaannya semata-

mata bertujun untuk memelihara

kesehatan bank dan meningkatkan daya

tahan bank melalui penyebaran resiko

血Iam bentuk pen紬am孤灯e髄t kepa血

berbagal nasabah peminjam. Lebih dari itu,

adanya ketentun batas maksimun

pemberian kredit tersebut untuk mencegah

pemberian kredit kepada pe正njam atau

kelompok peminjam tertentu saja.

Ke惚気an bank dal貧血重皿elaksanakan

kcten心血　b如as maksimu血　pembe正紬

kredit juga merupakan unjud dari

kehendak un血k　皿emelihara kesehatan

bank dan w巾ud perlindung紬terhadap

kepe血i皿gan masyarakat,　temtama

kepentingan nasabah penyimpan dana pada

bank yang be重sangki血n.

Ke書e血uan mengenai batas

maksim皿pembe正皿血e血t sebagaima皿

dikemukakan di atas mempunyai kaiatan

deng紬　upaya melind皿gi kepe血ingan

nasabah penyimpan sebagaima脇　y皿ag

diatⅢ da血n Pasal 29 ayat (3) Und紬g-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mama

kete山脇n ini menegaskan b血wa ba肱

dalam me重aksamk孤　血ngsinya sebagai

penyalur dana dalam bentuk kredit

haⅢslah memenu軸　　persya ram-

persyaratan yang telah diatur dalan

pe重a仙r紬　pe皿ぬng-udang紬　y飢g

be重laku. Hal i血　haⅢs dilakikan mtuk

mencegah ti皿b山nya　-keⅢg宣紬　da正

nasabah penyimpan dan simpanamya yang

ada pada ba血･ Meng重皿gat b血wa ba血

terutama beke寄a dengan dana dari

masyarakat yang disimpan pada bank atas

das紬kepercay組n, te巾u se仕ap b紺庇perlu

terus menjaga kesehatamya dan

memelihara kepercayaan masyarakat.

3. Kewajiban Mengununkan Neraca

D紬Pe心血ng紬Laba Rugi

Kewajiban bank untuk mengunumkan

neraca dan perhitungan laba rugi diatur

ぬIam Pasal 35 Undang-Und狐g Nomor 10

Tah皿1998, y紬g menentuk紬:

Bank wajib mengrmumkan neraca dan

perhitungan ]aba rugi dalam waktu dan

bentuk yang　血tetapk紬　○○eh　8彼此

Indonesia.

Keten同a皿tersebut berhub皿gan erat

dengan kewaj iban bank untck

menyanpalkan iieraca dan perhitungan

laba rugi tahunan serta penjelasamya

kepada Bank重ndonesia sebagaim劃a diatⅢ

oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomo重10

Tah皿1998,

Adanya ketent脇n yang mewajibkan

b狐k　　皿血k menyampaikan d紬

mengu皿umk弧　neraca dan pe血請g紬

Iabag rugi sebagaimana yang diatur dalam

Pa§al 34 dan Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 10 T血un 1998,船脚t membe正k孤
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preferen adalah suatu hak yang diberikan
lnlomasl Kepriuzi iiiai⊃}c.i●u､w’, .~‘~~~_~~~  .

nasabah penyimpan mengenai tingkat kepada seorang kerditor untuk didahulukan

kesehatan bank dan hal-ha=ain yang dari kreditor-kreditor lairmya. Dalam

berkaiatn dengan bank tersebut.　　sistem perbankan Indonesia, nasabali

4. Merger, Konsolidasi, Dan A融si penyimp紬皿e岬k孤灯editor y孤g

Bank mempunyai hak preferen, dalam arti

B狐yak a重asan dan t岬n nasabah penyimpan y紬g ha皿s

dilakukan-nya merger, akuisisi,血didahulukan dal抑　meme肌ma

konsolidasi oleh pela血usaha terha叫pembay脚da正ba血y紬g s弛mg

badan usaha bank yang dimilikinya. Salah mengalami kegagalan atau kesulitan dalam

satu yang terpenting adalah untuk memen山kewajiban-kewajibannya; 2)

meningkatkan efisiensi dan memperlingal Lembaga Asurausi Deposito, Janinan

daya saing peusahaan. Namun demikian, pe-rlindungan bad nasabah penyimpan

dalam皿e肘k紬mergcr, konsolidasi d狐　da脇seh血n卿deng紬肌entika叩a

akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat kegiatan usaha seb血bank adalah mutlak

dilakukan dengan sebebas-bebasnya, diperlukan. Untuk memberikan

tetap[i dibatasi oleh peraturan perundang- perlindungan di kemudian hari baal

皿dang紬y袖g be融町　　　　　kepe証印nasaba山nasabah penyimpan

Berkaitan dengan itu, men皿t ketentun dari bank-bank yang mengalani

pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28　kegagalan, terutama para deposan yang

Tah皿l999 tem紬g Merger, Konsolidasi, d紬紬ya　融誼融1,皿aka perlu

dan Akuisisi, bahwa dalam pelaksanaan diciptakan suntu sistem asurausi deposito.

merger, koiusolidasi dan ckuisisi haus Dengan perkataan lain, bahwa dengan

mempc融k紬kepe血ing紬da正sem脚的叩a両軸usaha ba血te皿

pihak, yaitu kepentingan bank, memberikan dampak kurangnya

kepentingan kreditor, kepentingan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

pemegang sahan minoritas dan karyawan perbankan. Salah satu upaya untuk tetap

bank, juga kepentingan rakyat banyck, dan mempertchankan kepercayaan masyarakat

persaingan yang sehat dalam melakukan terhadap lembaga perbankan yaltu melalui

usaha bank. Dengan denikian, dalan asurausi deposito, yang dalam Undang-

r狐gka merger, konsolidasi d紬加sisi Und弧g Nomor 10 T血n 1998 dis如

bank, kepentinga dari nasabah penyinpan Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 37 a

sebagai kreditor bank memperoleh Undang-UndangNomor lo Tahun 1998.

perlindunganhukm.　　　　　Masalah tanggung jawab atas

perlindungan secara langsung kelalalan atau kesalahan yang terjadi pada

merupakan perlindungan yang diberikan bank dapat dihubungkan dengan

kepada nasal)ah penyimpan dana secara kepengrusan bank tersebut. Penguns bank

langsung terhadap kemungkinan timbulnya yang bertindak mewckili badan hukun

resiko kerugian dari kealatan uscha yang bank berdasarkan anggaran dasar

dilakukan oleh bank.　　　　　perusahan. Pada dasanya tanggung jawab

perlindungan secara langsung dapat pengurus terhadap perbuatan-nya bisa

dikemukakan dalam 2 hal, yaitu : 1) Hak dalam 2 bentuk, yaitu tanggung jawab

pribadi dan tanggung jawab perusahaan.

59
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Tangg皿g jawわpribadj bisa te〔iadi ka宣au

penguns bertindak di lunr kewenangan

y紬g telah ditentuk弧　dal餌n angg紺an

das狐　pe則sah組n. Sebalik皿ya, kalau

pe血uatan pengums masih da重m

pelaksanaan dan wewenang yang

d血紬gkan da賞am anggaran dasa｢

perusahaan, maka itu merupakan tanggung

jawab peⅢsah絢皿.

Apabila nasabah　轟dak mene轟ma

keadaan yang me皿impa d壷nya karena

bank y紬g meny重mpanぬn紬ya dicabut

i五n usahanya a書au di 1 ikuidasi ,

dimungkinkan untuk mengajukan gugatan

perdata ke pengadilan, bisa juga melalui

gugatan perwakilan kelompok atau

gugatan secara perorangan.

Kete皿tua皿　Kitab Undang-Undang

Hukm Pid紬a (KUHP) d坤at diiadikan

dasar hukum untuk melakukan

perlindungan nasabch, di antarany争

ketent血Pasa宣263, Pasal 372 dan Pasal

374 KUHP. Di samping i血, ketent脚

pi出血yang te｢d印加pada UU Pe血ank紬

yang berkaia書an dengan usaha

pe重lind皿gan nasabah, misal皿ya haトha重

yang berkaitan dengan kebenaran laporan,

dan血ta yang meⅢpakan bahan inめmasi.

Laporan dengan data yang tidak benar dari

suatu bank kepada Bank Indonesia yang

secara langsung telah dan dapat merugikan

nasab血, pe心uatan terseb巾　d坤atl血

dikenai ketentun Pasal 263 KUHP jo

Pasal 49 ayat (1) hunf c Undang-Undang

Nomor　重0　T血un 1998. sedangkan

menyangkut suatu perb脚tan pengurus

bank yang secara melawan hukun dengan

seena血ya memakaj u狐g nasわ証印na

kepentingan pribadi, dan kelompok

perusahaannya, perbuatan semacam itu

ぬpatlah dikenai tud血an penggelapan

sesuai dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal

374 KUHP.

Sebaga=embaga pengawas pe心ank紬

di　血donesia, maka Bank　工nclonesia

mempunyai pe重紬紬　y紬g bes狐　sekali

dalam us血a me血d皿gi dan me町am血

agar nasabah tidak menga量ami kemgian

akibat tindak紬bank yang salれBank

血donesia diharapkan lebih a撫if lagi

melakukan tugas dan wewenangnya untuk

mengawasi pelaksanaan pe掲tⅢ狐

pemndang-unぬ皿gan oleh selumh balk

yang berope｢謎i di血do皿esia. Pengawasan

yang efektif dan balk mempakan langkah

preventif　皿tuk membendung a屯u

mengurangi kasus kerugian nasabah

karena tin血k紬　b紬k yang　rne重aw劃

huk皿atau a虹b如adanya重ikuidasi bank.

Kcsi血pu量a血

Berdasa血an siste皿perbankan Indonesia,

perlind皿gan terhadap nasabah penyimpan

dana d坤at di萱akuk紬　2　ca財, ya珊

perlind皿gan se∞ra implis土t yakni

perlindu皿gan yang djpe重oleh melalui

ketentuan peraturan permdang-undangan

perbankan dan perlindungan eksplisit

yakni per重ind皿gan　債peroleh mclalui

pembentukan lembaga y紬g me叩am宣n

simpa脚　masya重akat.　Penyelesai紬

重ikuidasi Bank Gagal yang dicabut izin

usah狐ya ak弧di賞akukan ○○eh Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS).
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PEDOMAN PENUL宣SAN

I BENTUKNASKAH

Juma! Noma mene轟ma na§kah bentuk basil pene-

1itian (research p(瑠e鳩) dan kajian interaksi

hukum dalam Bahasa　事ndonesia　加au Bahasa

重ngg｢is, d孤belum pe重nah dipublikasikan di media

lain.

2. CARA PENGnRnEN NASKAH

Penulis dapat mengirimkan naskah ke alamat

重cdaksi: Se血et狐iat　九u皿al Noma Program

Pascasaヰana Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya Jln. Imh Kupang ~/54 Surabaya
Telp. (031) 5677577 Psw･ 164 Contact person i

N○○r T轟Hastu缶

3　FO剛ATNASKAH

a､ Naskah yang dik壷m minimal 25 hal劃紬dan

maksimal 3 5 halaman (kertas ukuran A4).

b. Fo軸at huⅢf調enggu随k紬もnt Times New

Ro脚ukuran重2 pt.

c. Jarak antara spasi I,5 dengan ukuran margin

kiri 4 cm dan margin atas, bawah, serta kanan

3cm.

d. Diserahkan dalam bentuk printout sebanyak 2

(dua) eksemp血beseれa ∞mpact disk.

e. Naskah dilengkapi dengan mama penulis,

a!amat lembaga dan e-mail.

豊　Abs廿ak di億lis dalam Bahasa血donesia dan

B血a§a重n餌is minimal 150 kata dan maksimal

200 kata yang sec卿a gambl紬g, u仙h dan

lengkap menggamba正an esensi isi

keselu則han tuH sam.

9. Kata kunci atau keywords harus mampu

mence調inkan konsep yang dikandung a轟ikel

te｢§ebut.

h. Se皿a halaman naskah, te調asuk tabel, dan

referensi hans diberi nomor un]t halaman.

i. Se書iap章abel atau ga血b狐di beri nomor umら

judul dan劃mber kutipan.

j. Pcnulisan hanya dipe｢kenankan maksimal 2

(dua) orang.

4. S重STEMATⅡ【ANASKA嶋

a. Sitematika naskah basil Penelitian: Judul,

Nama, Penulis, I腿t狐si, e-mail, Abst鼠k;

Abst重ak Pendah山u紬; Pe則musan Masalah;

Mctode P孤eliti紬; Pembahas紬; d狐Penutup

@erapa Kesimpulan dan Rekomendasi)
b. Sistematika naskah Kajian interaksi Hukum:

鵬ul･ Nana penu重is,血st劃si, e-mail, Abstrak;

Abstrak Pendahuluan; Perumusan Masalah;

Metode peneljtian; Pembahasan; dan penutup

伍apa Kesj’mpu/an da唖efo同e極s/.J

5, SUMBER KUTIPAN

a. Su調ber kutipan mempakan pustaka tc血i書紬10

tahm　章erakhir,　sumber kutip紬　yang

diutamakan ada獲ah sumber p正mc｢ hasi! beⅢpa

hasil penelitian atau artikel-artikel dalam jumal

dan atau majalah ilmiah.

b. Su血ber血tipan di巾11is menyesuaikan si§tem

catat紬pe調t (in note)I

c. sumber kutipan yang berasal dari website,

judul仙1i§an (``…･･''), mma website, alamat

a轟ike量, t紬ggal d紬w加download･ Contoh‥

Rohman, Dodi Arif, Publik AS I九kung Bill

Cli皿to血, http:〃　w.kompas,com/kom匹s-

cetak/1992/15/inpubl量24事理di unduh pada

seni叫24 0調obe｢ 2005, ja調13.00 WIB

l.S如u penulis: (A細nis, 1981:845);

2.Dua penulis: (A正s dan量ndahタ1991 :3 1 1),

3.Tiga atau lebih d狐i dua penulis: (Amis,

車軸.,1990:23);

4 Sumber kutipan yang berasal dari instit鵬i

sebaiknya ditulis akronim institusi: (KRN,

2000:2 1)

6. DAFTAR PUSTARA

Penyusunan daftar pustaka menggunal(an sistem

hava｢d sis書em vancouver, t血un di depan atau di

belakang, disu珊n a帆b鏡is dengan susunan setiap

publisitas sebagai beri如上

a. Bum-Rum

Contoh: Prasetyo, Eko, 2009, Kedr‘/cm rj`ぬk

鯛飯kycmg�偃6篦�柳w��ｶ�'F�｢�&�6唯�&�ｲ�

b. Jumal

Contoh: Prasetyo, Eko, 2009:Ⅹea抜‘/a

7J’d妨m施k y肋g M祇財’#", Junal Media

Hukum, Vol. 13, No. 3, Hm. (awal)-(akhir).

c. EAB dalamBuku

Contoh: Criba, Robert, 1999,"NcかioJ]..

肋好/ndo′タes/’a J’# Eme梱on'', Donald K.

(edit),血donesia Beyond Suha轟o, New York

An East Gate Publisher.

d. Tesis atau Dise農asi

Contoh: Indrayana, Demy, 2005, /J7do#esia

Con｢slJ’h//io/7a/ Re/om /999-2002.. AJJ

Eva/zlalion o/ Con-f/i加iioi7al Mab’J!g　加

rm#sition, Unpublished Thesis, Melbourne

Unive｢sity,Indonesia.

e.　Makalah

Contoh: Ma§, M町wan, 2007:朋cmaknai

Hakikat Ke-kuasaan Kehakjman", Makalah

pada Per-temuan i皿i Tata Negara

Buk抽唯gi i

f perat脚岬面物-励卿強u鮪
§ecara hiraJki.
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